
1 
 

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP SANKSI PIDANA BAGI 

YANG MEMILIKI NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 112 UU NO 35 

TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA  

(Studi Putusan Nomer: 961/ Pid.sus/2023/ PN.Tng) 

 

 

Oleh:  

Abdhil Wafa Sugiarto 

NPM.2112011001 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2025



2 
 

 
 

ABSTRAK 

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP SANKSI PIDANA BAGI 

YANG MEMILIKI NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 112 UU NO 35 

TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA  

(Studi Putusan Nomer: 961/ Pid.sus/2023/ PN.Tng) 

 

OLEH 

ABDHIL WAFA SUGIARTO 

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia, yang melibatkan berbagai lapisan 

masyarakat, termasuk pejabat pemerintah dan penegak hukum. Berdasarkan data 

dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Penyalahgunaan narkotika mencapai 1,8% 

dari total penduduk, dengan remaja sebagai kelompok paling rentan. Penelitian ini 

membahas mengenai putusan hakim Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam konteks penyalahgunaan narkotika 

di Indonesia. Kedua pasal tersebut sering kali dianggap multitafsir dan tidak jelas, 

yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum. Fokus utama 

penelitian adalah untuk mengevaluasi kepastian hukum serta menganalisis 

pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal-pasal tersebut di dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 961/Pid.sus/2023/PN.Tng. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum 

dan menilai konsistensi serta efektivitas putusan hakim dalam kasus 

penyalahgunaan narkotika, mengingat pentingnya kejelasan hukum untuk menjaga 

integritas sistem peradilan. 

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah dengan 

menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan 

yuridis empiris yang berupa dukungan dari para pakar hukum pidana dan penegak 

hukum untuk mendukung data yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif 

dilakukan dengan cara melihat, menelaah dan mengintrepretasikan hal-hal yang 

bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum melalui penelusuran 

kepustakaan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan penulis 

skripsi ini. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan dalam 

penelitian ini hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah atas 

penyalahgunaan narkotika dan menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun 

serta denda satu miliar rupiah. keputusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai 



3 
 

 
 

Abdhil Wafa Sugiarto 

konsistensi penerapan rehabilitasi bagi pengguna narkotika, mengingat ketentuan 

SEMA yang menyatakan bahwa pengguna narkotika dalam jumlah tertentu 

seharusnya menjalani rehabilitasi fakta hukum yang terungkap selama persidangan, 

termasuk keterangan  dan bukti-bukti yang mendukung tuduhan tersebut. 

Kekhawatiran penting adalah dampak sosial dari tindakan terdakwa akan 

dipertimbangkan diluar ruang sidang. Hakim mempertimbangkan dampak negatif 

penyalahgunaan narkoba terhadap masyarakat, khususnya generasi muda. Faktor-

faktor yang mempengaruhi hakim dalam menentukan sanksi pidana bagi pecandu 

narkoba yang kambuh antara lain ras, bahasa tubuh, keadaan keluarga, serta pihak 

internal dan eksternal. 

Saran Penulis kepada penegak hukum terutama pentingnya pemahaman hakim 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan konteks sosial untuk meningkatkan 

efektivitas penegakan hukum dan keadilan dalam kasus penyalahgunaan narkotika. 

Selain itu, diperlukan reformasi dalam sistem pengawasan dan pelatihan bagi hakim 

untuk memastikan keputusan yang lebih konsisten dan adil di masa depan. 

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Penyalah Guna Narkotika, Narkotika.
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF THE JUDGE'S RULING REGARDING CRIMINAL 

SANCTIONS FOR NARCOTICS USERS BASED ON ARTICLE 127 OF LAW 

NO 35 OF 2009 CONCERNING NARCOTICS 

(Study Decision Number: 961/ Pid.sus/2023/ PN.Tng) 

By: 

Abdhil Wafa Sugiarto 

Drug abuse in Indonesia, involving various levels of society, including government 

officials and law enforcers. Based on data from the National Narcotics Agency 

(BNN), the prevalence of drug abuse reaches 1.8% of the total population, with 

adolescents as the most vulnerable group. This study discusses the judge's decision 

on Article 112 and Article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in 

the context of drug abuse in Indonesia. Both articles are often considered open to 

multiple interpretations and unclear, which causes legal uncertainty in law 

enforcement. The main focus of the study is to evaluate legal certainty and analyze 

the judge's considerations in applying these articles in the Tangerang District 

Court Decision Number 961/Pid.sus/2023/PN.Tng. This study aims to identify the 

challenges faced in law enforcement and assess the consistency and effectiveness 

of judges' decisions in drug abuse cases, considering the importance of legal clarity 

to maintain the integrity of the justice system.  

The method used by the author in compiling this thesis is by using the normative 

legal approach method and supported by an empirical legal approach in the form 

of support from criminal law experts and law enforcers to support normative legal 

data. The normative legal approach is carried out by observing, examining and 

interpreting theoretical matters concerning legal principles through literature 

searches that are directly or indirectly related to the author of this thesis. Based on 

the results of the research and discussion, it can be concluded that in this study the 

judge decided that the defendant was proven guilty of drug abuse and sentenced 

him to six years in prison and a fine of one billion rupiah.  

This decision raises questions about the consistency of the application of 

rehabilitation for drug users, considering the provisions of the SEMA which state 

that drug users in certain amounts should undergo rehabilitation of legal facts 

revealed during the trial, including statements and evidence supporting the 

allegations. An important concern is that the social impact of the defendant's 

actions will be considered outside the courtroom. The judge considered the 

negative impact of drug abuse on society, especially the younger generation. 
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Factors that influence judges in determining criminal sanctions for drug addicts 

who relapse include race, body language, family circumstances, and internal and 

external parties. 

 The author's advice to law enforcers, especially the importance of judges' 

understanding of scientific developments and social contexts to improve the 

effectiveness of law enforcement and justice in drug abuse cases. In addition, 

reforms are needed in the supervision and training system for judges to ensure more 

consistent and fair decisions in the future. 

Keywords: Judges' Considerations, Narcotics Abuse, Narcotics. 
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Di manapun kamu berada, kamu akan tumbuh dan bersinar.” 

(Abdhil Wafa Sugiarto) 

 

"Cobaan hidupmu bukanlah untuk menguji kekuatan dirimu. Tapi menakar 

seberapa besar kesungguhan dalam memohon pertolongan kepada Allah."  

(Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah) 

 

“Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar 

dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri”  

(R. A. Kartini) 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Jeratan gelap narkotika tidak hanya menjerat masyarakat biasa dan generasi muda. 

Bahkan, pilar bangsa seperti pejabat pemerintahan dan penegak hukum pun tak 

luput dari jeratan bahaya ini. Remaja tewas sia-sia terjerat narkoba, masa depan 

mereka hancur, dan mimpi mereka pupus. Narkotika bukan hanya merusak 

kesehatan fisik dan mental, tapi juga menghancurkan masa depan bangsa.Tidak 

hanya masyarakat biasa ataupun generasi mudah, bahkan para pejabat 

pemerintahan dan sangat disayangkan para penegak hukum juga ikut serta 

menggunakan barang haram tersebut. Data BNN menunjuk Prevalensi 

penyalahgunaan narkotika di indonesia 1,8% dari total penduduk, setiap hari 49-

50 dikalangan remaja.1 

Kejahatan narkotika telah menjadi musuh bagi Indonesia dan negara lain di seluruh 

dunia. Narkotika saat ini dijual secara terang-terangan dan tersebar di berbagai 

wilayah Indonesia. Akibatnya, masyarakat dengan mudah membeli dan memiliki 

narkoba untuk digunakan secara pribadi atau hanya memilikinya tanpa 

menggunakannya. Penyebaran narkoba di masyarakat telah  menghasilkan 

kekacauan dalam berbagai aspek kehidupan.Pengaturan narkotika berdasarkan 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Menggantikan Undang – Undang Nomor 22

 
1 https://bnn.go.id/bnn-ri-selenggarakan-uji-publik-hasil-pengukuran-prevalensi-penyalahgunaan-

narkoba-tahun-2023/ (diakses pada tanggal 26 Maret 2024) 
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Tahun 1997 memperlihatkan keseriusan dari pemerintah untuk menghindari dan 

menanggulangi risiko yang terkait dengan penggunaan narkoba. Undang-undang 

dan kejahatan narkoba memiliki cakupan internasional, termasuk metode operasi 

yang canggih, teknologi canggih, dan jaringan organisasi yang luas. Hal tersebut 

telah menyebabkan banyak korban, terutama di kalangan pemuda negara ini, dan 

menimbulkan ancaman serius bagi masyarakat. negara dan negara sedemikian 

rupa sehingga ketentuan mengenai pemberantasan dan penghapusan tindak pidana 

narkotika telah berubah dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1997 tentang 

Narkotika sudah tidak sesuai lagi.2 

Meskipun penggunaan narkoba secara hukum terbatas pada pengembangan 

penelitian dan layanan medis, namun dalam praktiknya, narkoba sering 

disalahgunakan. Narkotika telah digunakan sebagai alat komersial dan berdampak 

pada tindakan yang merugikan kesehatan mental, fisik, dan psikologis generasi 

muda.3 Bentuk hukuman pidana yang sangat berat, seperti dalam undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang pelaku tindak pidana 

narkoba. Contohnya adalah adanya hukuman mati, penjara seumur hidup, 

kurungan penjara, dan denda yang jumlahnya bisa mencapai ratusan juta hingga 

miliaran rupiah. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika (UU Narkotika), zat atau obat yang berasal dari tanaman dan 

dapat menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 

 
2 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
3 Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 6. 
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pengurangan atau penghilangan rasa nyeri, dan ketergantungan disebut narkotika. 

Zat atau obat ini dapat berupa sintetis atau semi sintetis. Obat-obatan ini 

digolongkan ke dalam beberapa golongan berbeda dalam undang-undang ini.4 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur pada Penyalah 

Guna Narkotika dipandang sebagai kriminal, yang mana pada Pasal 127 ayat (1) 

mengatur bahwa hukuman maksimal bagi penyalahguna narkoba Golongan I 

adalah empat (empat) tahun penjara; hukuman maksimal bagi penyalahguna 

narkoba Golongan II adalah dua (dua) tahun penjara; dan hukuman maksimal bagi 

penyalahguna narkoba Golongan III adalah satu (satu) tahun penjara. (2) 

Pengadilan wajib mempertimbangkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam memberikan putusan dalam hal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penyalahguna sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial apabila 

dapat dibuktikan bahwa dirinya telah menyalahgunakan narkotika. Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna 

memuat ketentuan mengenai rehabilitasi, salah satunya adalah mengenai 

kewajiban bagi penyalahguna narkotika untuk menjalani rehabilitasi. 

Rehabilitasi medis adalah proses pengobatan yang bertujuan untuk memulihkan, 

memperbaiki, atau mengkompensasi fungsi tubuh yang hilang atau terganggu 

karena penyakit, cedera, atau kondisi medis lainnya. Proses ini mencakup berbagai 

intervensi medis yang dimaksudkan untuk membantu seseorang menjadi lebih 

mandiri dan menikmati kualitas hidup mereka yang terbaik. Sedangkan 

 
4 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
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Rehabilitasi sosial adalah suatu proses pemulihan atau pemberian pelayanan fisik, 

mental, atau sosial kepada orang yang mengalami masalah sosial, seperti 

pengguna narkoba, penyandang disabilitas, atau lanjut usia terlantar. Tujuan utama 

rehabilitasi sosial adalah untuk membantu seseorang pulih dan memperoleh 

kemampuan untuk kembali berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan 

masyarakat.5 

Meskipun narkoba sangat penting untuk kesehatan, pemerintah harus langsung 

memantau produksi dan distribusi narkoba untuk mencegah efek negatifnya 

apabila dikonsumsi secara berlebihan atau tanpa resep dokter. Dampak negatif 

yang disebutkan antara lain: 

a. Terhadap Diri Pemakai  

1. Mampu mengubah sikap dan kepribadian. Narkoba dapat menimbulkan 

sikap agresif / brutal yang dapat menuju pada tindak kriminal;  

2. Mendorong perbuatan kriminal untuk memenuhi kebutuhan narkobanya. 

Seperti mencuri atau masuk dalam prostitusi;  

3. Mempengaruhi kesehatan fisik, mental, emosi dan sosial si pemakai;  

4. Menimbulkan sifat masa bodoh dan menghilangkan motivasi untuk bekerja  

b. Terhadap Keluarga  

1. Tidak memperhatikan properti rumah. 

2. Menghabiskan banyak uang untuk perawatan dan pemulihannya. 

3. Mencemarkan nama baik keluarga akibat perilakunya. 

4. Tidak berperilaku baik di rumah, menentang orang tua, dan tidak berpikir 

dua kali untuk menggunakan kekerasan jika tujuan atau keinginannya tidak 

terpenuhi. 

c. Terhadap Lingkungan Masyarakat  

1. Tidak segan-segan melakukan tindak pidana;  

2. Mengganggu ketertiban umum;  

3. Menimbulkan bahaya bagi ketenteraman; 

4. Serta keselamatan umum dan tidak merasa melakukan kesalahan;  

 
5 Hasan, M. (2022). Efektivitas program rehabilitasi sosial terhadap penurunan tingkat recidivisme 

pengguna narkoba. Jurnal Psikologi Indonesia, 15(2), 115-125. 
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d. Terhadap Bangsa dan Negara 

1. Menyia-nyiakan potensi sosial, ekonomi, politik dan budaya dari sebuah 

negara;  

2. Lunturnya rasa cinta, bangga, dan patriotisme terhadap tanah air dan 

negara Indonesia yang akan semakin mudah digoyang oleh kelompok lain 

untuk menghancurkannya;  

3. Musnahnya generasi muda penerus bangsa yang seharusnya dipersiapkan 

untuk menjadi penerus bangsa; 

Salah satu pasal yang menjadi fokus dalam penegakan hukum terhadap pemilik 

serta pengguna narkotika adalah Pasal 112 UU Narkotika. Pasal ini mengatur 

tentang sanksi pidana bagi yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau 

menyediakan  narkotika hal ini mencakup berbagai aspek mulai dari penyelidikan, 

penangkapan, penuntutan, hingga penerapan sanksi pidana oleh lembaga penegak 

hukum. Sedangkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika jo Pasal 112 Undang-Undang tersebut menyebutkan dalam hal tindak 

pidana penyalahgunaan narkotika, sebagai berikut: 

1. Setiap Penyalah Guna:  

a. “Ancaman pidana penjara paling lama empat (empat) tahun bagi Narkotika 

Golongan I; 

b. Ancaman pidana penjara paling lama dua (dua) tahun bagi Narkotika 

Golongan II; dan 

c. Ancaman pidana penjara paling lama satu (1) tahun bagi kepemilikan 

Narkotika Golongan III.”  

2. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 

wajib diperhatikan oleh pengadilan dalam memberikan putusan terhadap perkara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  
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3. Apabila dapat dibuktikan bahwa orang yang dimaksud pada ayat (1) adalah 

korban penyalahgunaan Narkotika, maka orang tersebut harus menjalani 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

Ini berarti bahwa seseorang yang melanggar Pasal 127 Undang-Undang No.35 

Tahun 2009 Tentang Narkotika juga akan melanggar Pasal 112 Undang-Undang 

No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena ancaman Pasal 112 lebih besar dari 

pada Pasal 127. Ini karena, menurut Pasal 64 Ayat (1) dari Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP), "Hanya satu aturan pidana yang akan digunakan apabila 

terdapat hubungan sedemikian rupa antara banyak tindakan (bahkan jika masing-

masing merupakan kejahatan atau pelanggaran) sehingga tindakan-tindakan 

tersebut harus dianggap sebagai satu tindakan yang berkesinambungan; jika tidak, 

maka aturan yang menimbulkan bahaya pidana utama yang paling besar akan 

diterapkan.” Maka dengan begitu tiap kasus yang memiliki dakwaan dari Pasal 112 

dan 114 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seharusnya 

didakwakan Pasal 127 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

karena memiliki ancaman yang lebih berat. 

Pasal 112 disebut sebagai pasal karet, karena masih kurang spesifiknya kriteria pada 

Pasal tersebut, sehingga tidak jarang pecandu Narkoba yang seharusnya 

mendapatkan pengobatan akan tetapi pecandu narkotika harus menjalani pidana 

penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 112. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika masih menimbulkan ketidakadilan dalam penanganannya 

dikarenakan belum memberikan konsepsi yang jelas antara pecandu Narkotika, 

Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dengan Bandar ataupun 
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pengedar Narkotika. Sehingga, tidak jarang ditemui dalam pelaksanaannya aparat 

penegak hukum masih memberikan perlakuan yang sama kepada pecandu, 

Penyalahguna, ataupun korban. 

Banyak kasus yang terdakwanya diakui melanggar kedua pasal tersebut namun 

didakwa dengan Pasal 112 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika. Seperti halnya kasus yang penulis angkat pada penelitian ini. Pada 

Putusan Nomor : 961/Pid.sus/2023/PN.TNG terdakwa Panji Andoni yang biasa di 

panggil Panji. Namun pada Putusan Nomor : 961/Pid.sus/2023/PN.TNG akhirnya 

didakwa dengan pasal 112 Undang-Undang No.35 tahun 2009 dengan amar 

Putusan : 

1. Menyatakan tidak terdapat bukti yang kuat dan sah yang menyatakan terdakwa 

Panji Andoni atau yang lebih dikenal dengan nama Panji Bin Dedi Junaedi 

melakukan tindak pidana pada dakwaan pertama; 

2. Dengan demikian, terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer. 

3. Menyatakan terdakwa PANJI ANDONI atau yang lebih dikenal dengan nama 

PANJI Bin DEDI JUNAEDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair Jaksa 

Penuntut Umum, yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dapat 

dikenakan sanksi pidana. 

4. Terdakwa dijatuhi hukuman enam (enam) tahun penjara, yang dipotong selama 

dalam tahanan. Selain itu, terdakwa dijatuhi hukuman tiga bulan penjara, denda 

Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan penahanan lanjutan. 

5. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan; 

6. Menetapkan bukti dalam bentuk: 

a. 1 (satu) plastik klip yang berisikan di dalamnya 1 (satu) bungkus plastik 

klip berisikan narkotika jenis sabu, dengan total berat brutto 1,00 (satu 

koma nol nol) gram; 

b. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam, dengan nomor simcard 

0813-3247-5880 

c. 1(satu) buah tas slempang merek MARVEL, warna hitam; 

d. 1 (satu) unit Mobil merek NISSAN EVALIA, No. Pol: B-1430-CMP 

berwarna hitam, Nomor Rangka: MHBK1CGACJ000677, atas nama 

HANNY, berikut kunci kontak dan STNK 
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Pengadilan harus mempertimbangkan ketentuan SEMA saat menjatuhkan 

hukuman penjara kepada pecandu narkoba karena rehabilitasi diperlukan jika 

penggunaan narkoba terdakwa kurang dari yang diizinkan oleh SEMA. Menurut 

Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang 

mengatur rehabilitasi bagi pecandu narkoba, SEMA menetapkan bahwa pecandu 

dapat direhabilitasi karena penggunaan narkotika sabu dibatasi hingga 5 gram. 

Disisi lain, hakim memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi pidana bagi 

pengguna narkotika, putusan hakim yang beragam dalam kasus-kasus serupa 

menimbulkan pertanyan tentang konsisten dan efektivitas penegakan hukum. 

meskipun terdapat landasan hukum yang jelas, penegakan Pasal 127 UU Nomor 

35 Tahun 2009 terhadap pengguna narkotika masih menghadapi berbagai 

tantangan dan kompleksitas.  

Perkara di pengadilan diputuskan oleh hakim. Perkara yang diajukan ke pengadilan 

harus diperiksa, diselesaikan, dan diputus oleh hakim. Putusan tersebut tidak boleh 

menimbulkan masalah atau kontroversi bagi masyarakat atau praktisi hukum 

lainnya. Ini dapat menyebabkan kontroversi pada keputusan hakim karena hakim 

kurang memahami berbagai bidang ilmu pengetahuan yang berkembang pesat 

seiring perkembangan zaman serta kurang pengalamannya dalam menangani kasus. 

Putusan hakim yang baik mengandung beberapa unsur yakni : 

1. Sebagai komponen pengendalian sosial, putusan hakim menggambarkan 

proses kehidupan sosial. 

2. Setiap orang, organisasi, dan negara dapat memperoleh manfaat dari putusan 

hakim, yang merupakan perwujudan dari peraturan perundang-undangan 

yang relevan. 

3. Putusan hakim menciptakan keseimbangan antara hukum dan penerapan 

praktis. 

4. Putusan hakim menggambarkan keseimbangan optimal antara supremasi 

hukum dan transformasi masyarakat. 
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5. Semua pihak dalam kasus harus memperoleh manfaat dari putusan hakim. 

6. Putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak 

berpekara dan masyarakat 

 

Hasil dari persidangan adalah putusan hakim. Karena pengadilan merupakan 

tempat terakhir bagi para pencari keadilan, maka putusan hakim harus dapat 

mengakomodasi permintaan mereka. Dalam hal ini, hakim harus 

mempertimbangkan tiga faktor saat membuat keputusannya: kemanfaatan, 

kejelasan hukum, dan keadilan. 

Dalam menangani kasus, keahlian hakim sangat penting. Hakim harus memahami 

elemen penegakan hukum lainnya, seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya, 

sehingga keputusan mereka mewakili empat elemen penting tersebut. Karena 

hakim bukan corong undang-undang, mereka tidak dapat menjatuhkan putusan 

hanya berdasarkan kata-kata yang disebutkan dalam undang-undang. Hakim harus 

memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara progresif sehingga apa 

yang mereka lakukan adalah benar secara substansial.  

Pada praktik nya penegakan hukum di Indonesia mengenai penyalahgunaan 

narkotika khusus nya pada pengguna ini masih banyak penjatuhan pemidanaan 

yang kurang tepat. Dalam kenyataannya, penegakan hukum terhadap pengguna 

narkoba di Indonesia masih menghadapi beberapa masalah, seperti kurangnya sifat 

religius dan kurangnya perhatian terhadap korban penyalahgunaan narkoba. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan langkah nyata pemerintah 

dalam rangka pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba serta 

menurunkan angka penyalahguna narkotika sebagaimana tercatat data dalam badan 
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narkotika nasional masyarakat indonesia dari jumlah penduduk sebesar 277 juta di 

indonesia pada tahun 2023 penyalahguna narkotika sebesar 1,8% dari jumlah 

tersebut setara dengan 3,3 juta dari 277 juta penduduk di Indonesia  .6  

Be$rmula pada hari kamis tanggal 09 Mare$t 2023 se$kitar pukul 13.00 Wib, Te$rdakwa 

Panji Andoni alias Panji Bin De$di Junae$di yang se$dang be$rada dikantornya yaitu 

PT Mandiri Tunas Finance$ Me$ngirim pe$san singkat me$lalui whatsapp ke$pada 

se$se$orang yang dike$nal be$rnama De$di (dalam Daftar Pe$ncarian Orang), yang mana 

pada pe$rcakapan WhatsApp te$rse$but, te$rdakwa ingin me$me$san narkotika je$nis sabu, 

atas pe$rmintaan dari te$rdakwa te$rse$but, De$di (DPO) ke$mudian me$ngiyahkan dan 

me$nyuruh te$rdakwa untuk me$nunggu. 

Pada pukul 15.00 Wib dihari yang sama De$di ke$mudian ke$mbali me$ngirimkan 

pe$san me$lalui WhatsApp ke$pada te$rdakwa yang mana isinya De$di me$mbe$ritahu 

ke$pada te$rdakwa bahwa ia te$lah be$rada dihalaman parkir PT. Mandiri Tunas 

Finance$ te$mpat te$rdakwa be$ke$rja untuk me$ngantarkan pe$sanan narkotika je$nis sabu 

se$suai de$ngan pe$rmintaan te$rdakwa, bahwa se$te$lah te$rdakwa pun turun ke$ halaman 

parkit PT Mandiri Tunas Finance$ untuk me$ne$mui De$di dan me$ne$rima narkotika 

je$nis sabu seberat 0,669 gram te$rse$but dari tangan De$di de$ngan me$nye$rakan uang 

se$be$sar Rp. 750.000,00 se$bagai pe$mbayaran atas narkotika je$nis sabu te$rse$but. 

Be$rdasarkan Hukum Acara Pidana, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981, dan pe$raturan pe$rundang-undangan lainnya, te$rdakwa Panji Andoni 

atau yang le$bih dike$nal de$ngan nama Panji Bin De$di Junae$di dinyatakan se$cara sah 

 
6 Makarao, Moh. Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, Op, Cit, hlm. 18 
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dan me$yakinkan be$rsalah me$miliki, me$nguasai, dan me$nyimpan narkotika 

golongan I yang bukan tanaman tanpa izin atau me$lawan hukum. Te$rdakwa 

dipidana de$ngan pidana pe$njara se$lama lima (lima) tahun dan de$nda se$be$sar 

Rp800.000.000,00 subside$r tiga bulan kurungan 

Penulis tertarik untuk meneliti kasus Narkotika Terdakwa dalam perkara Nomor: 

961/Pid.sus/2023/PN.Tng yang menangani tindak pidana narkotika, terbukti 

menyimpan dan memiliki narkoba golongan 1, termasuk sabu tanpa izin dari pihak 

berwajib. Hakim hanya menyetujui dakwaan tambahan dan membebaskan jaksa 

dari dakwaan utama, yang menjadi aspek menarik dari putusan ini. 

Kasus Penyalahguna Narkotika khusus nya pada putusan nomor 

961/Pid.sus/2023/PN.Tng bahwa terdapat putusan hakim yang tidak sesuai dengan 

Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Seharusnya hakim lebih bijak 

dalam memutuskan perka kepemilikan dan Pecandu Narkotika dari putusan 

tersebut bahwa harus diharus dipertimbangkan terlebih dahulu dan memberikan 

solusi untuk meminimalisir penyalahguna narkotika di Indonesia dengan cara 

memberikan fasilitas rehabilitas bagi pecandu narkoba, diharapkan hal ini lebih 

efektif dari pada menghukum mereka dengan hukuman penjara yang dapat 

memperburuk kondisi mereka. Menghukum mereka dengan hukuman penjara 

yang dapat memperburuk kondisi mereka berarti bahwa hukuman tersebut tidak 

efektif dalam mencegah kejahatan dan tidak memberikan pelajaran yang tepat 

pada pelaku. Hukuman penjara yang tidak efektif. 
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Pemberlakuan sanksi pidana bagi semua pengguna narkotika yang selama ini 

dianggap kurang efektif dalam menghilangkan atau mengurangi tindak pidana 

narkotika, tidak lagi menjadi dasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika.7 Penulis akan melakukan penelitian dan menyusunnya menjadi 

sebuah skripsi dengan judul sebagai berikut: “Analisis Putusan Hakim Terhadap 

Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika Berdasarkan Pasal 127 UU No 35 Tahun 

2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomer: 961/ Pid.sus/2023/ PN.Tng).” 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang informasi yang diberikan di atas, permasalahan 

berikut diangkat dalam penelitian ini: 

a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi 

Penyalahguna narkotika? 

b. Apakah faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam menerapkan 

sanksi pidana bagi pengguna narkotika pada Putusan Nomer: 

961/Pid.sus/2023/Pn.Tng ? 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian meliputi analisis hukum pidana yang meliputi 

peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tentang 

Penyalahgunaan Narkotika (Putusan Nomor 961: 961/Pid.sus/2023/Pn. Tng), 

dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

 
7 Sudrajat Bassar. Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP. Cetakan Kedua, Remadja Karya. 

Bandung hlm 126 
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putusan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Kota Tangerang, Provinsi 

Banten, merupakan wilayah hukum tempat penelitian dilakukan, dan penelitian 

ini dilaksanakan pada tahun 2024. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Sesuai dengan pokok bahasan masalah penelitian yang akan dilakukan, setiap 

penelitian pada hakikatnya memiliki tujuan dan kegunaan. Berikut ini adalah 

tujuan dan kegunaan penelitian ini: 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasar dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, tujuan 

penelitian berikut adalah: 

a) Dalam rangka agar tujuan putusan telah tercapai dengan mengetahui 

penilaian hakim terhadap perkara dalam putusan Nomor: 

961/Pid.sus/2023/Pn.Tng.  

b) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara 

penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota 

Tangerang Nomor: 961/Pid.sus/2023/Pn.Tng.M 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini memiliki kegunaan yang dipisah menjadi dua golongan, yaitu: 

a. Secara Teoritis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memajukan ilmu pengetahuan, 

khususnya di bidang hukum, dengan menunjukkan dampak dan akibat dari 

penggunaan narkoba. Selain itu, untuk mengetahui keputusan hakim dan 
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wawasan tentang kasus tersebut. Penelitian ini kemudian dapat digunakan 

sebagai referensi atau sebagai rujukan untuk penelitian lebih lanjut dengan 

menambahkan referensi penelitian. 

2) Dalam bentuk masukan informasi mengenai risiko atau dampak penggunaan 

narkoba, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan solusi bagi pihak-

pihak tertentu. 

b. Secara Peraktis 

1) Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan membantu aparat penegak 

hukum menjadi lebih efektif dan efisien. 

2) Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu masyarakat memahami 

bagaimana penegakan hukum pidana memerangi pelanggaran terkait 

narkoba. 

 

D. Kerangka Teori dan Konseptual 

1. Kerangka Teori 

Kerangka teori, yang sering disebut sebagai pemikiran, merupakan dasar atau 

kerangka acuan yang berkaitan dengan penerapan studi ilmiah, khususnya studi 

hukum, atau merupakan abstraksi dari hasil pemikiran. 

a) Teori Pertimbangan Hukum Hakim 

Puncak dari suatu perkara yang telah ditinjau dan diadili oleh hakim adalah 

putusan hakim.8 Berikut ini adalah hal-hal yang diputuskan oleh hakim: 

 
8 A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, S.H.,M.H Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan   

Putusan Pidana Bersyarat, 182 
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1) Apakah terdakwa telah melakukan pelanggaran yang dituduhkan ditentukan 

oleh kejadiannya. 

2) Putusan hukum, apakah tindakan terdakwa merupakan kejahatan, dan apakah 

terdakwa bersalah dan dapat dihukum.  

3) Menentukan apakah terdakwa dapat menerima hukuman 

Mackenzie, hakim dapat memilih dari banyak teori atau metode saat menentukan 

keputusan dalam suatu kasus, termasuk yang berikut ini:9 

1. Teori pendekatan Seni dan Intuisi. Menurut teori Pendekatan Seni dan 

Intuisi, kebijaksanaan atau kewenangan hakim menentukan hasil kasus. 

Pengadilan akan memiliki kebijaksanaan dalam menentukan hukuman 

yang tepat untuk setiap pelaku, dengan mempertimbangkan fakta-fakta 

khusus dari setiap kasus.  

2. Teori Ratio Decidendi. Teori ini didasarkan pada kerangka filosofis dasar 

yang mempertimbangkan setiap aspek pokok sengketa sebelum mencari 

hukum dan peraturan terkait untuk digunakan sebagai dasar hukum 

dalam mengambil keputusan. Alasan hakim harus didukung oleh 

keinginan yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan 

keadilan kepada para pihak dalam kasus tersebut.10  

3. Teori Kebijaksanaan. Agar para terdakwa dapat tumbuh menjadi anggota 

keluarga, komunitas, dan negara yang berharga, komponen teoritis ini 

menyoroti bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua 

semuanya memiliki tanggung jawab untuk membimbing, memelihara, 

mengajar, dan menjaga mereka. 

Keputusan hakim harus didasarkan pada fakta yang jelas, fakta hukum adalah syarat 

utama untuk keputusan yang adil.11 Oleh karena itu, fakta hukum suatu perkara 

sangat penting untuk keputusan hakim. Keputusan hakim akan adil jika berdasarkan 

fakta yang benar. 

 
9 Nur, A.& D.K.K. (2021) Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak 

Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus. Journal Of Lex Generalis,1836 
10 Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 112. 
11 Mertokusumo, S. (2009). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Sinar Grafika. hlm. 45 
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b) Teori Tujuan Pemidanaan 

Tujuan pemidanaan, menurut Wirjono Prodjodikoro, adalah mencegah 

kejahatan dengan cara mendidik dan mengubah mereka yang melakukan 

kejahatan menjadi individu yang lebih baik dan anggota masyarakat yang 

berharga, atau dengan menakut-nakuti masyarakat umum (generale preventie) 

atau individu tertentu yang telah melakukan kejahatan sehingga mereka tidak 

melakukannya lagi (speciale preventie).12 

Politik hukum pidana berpendapat bahwa tujuan pemidanaan haruslah untuk 

menjaga kesejahteraan masyarakat dan kedamaian serta keseimbangan 

kehidupan sosial dengan memperhatikan kepentingan negara, masyarakat, 

korban, dan pelaku kejahatan. Pemidanaan harus mencakup unsur-unsur berikut 

berdasarkan dasar dan tujuan yaitu: 

1. Kemanusiaan mengacu pada hukuman yang menghormati martabat 

seseorang.  

2. Edukasi, dalam arti bahwa hukuman dapat membuat orang sadar 

sepenuhnya atas tindakan mereka dan mendorong mereka untuk mengambil 

sikap positif dan konstruktif terhadap inisiatif pencegahan kejahatan.  

3. Keadilan mengacu pada persepsi tentang hukuman yang adil (baik oleh 

terpidana atau oleh korban atau oleh masyarakat).13 

 

Tujuan pemidanaan berfungsi sebagai pendukung tujuan keseluruhan hukum 

pidana, yaitu menangani masalah kejahatan, terutama di bidang kebijakan 

penegakan hukum, dengan tujuan akhir mencapai kesejahteraan dan 

 
12 Maya Shafira, M. S., Deni Achmad, D. A., Fristia Berdian Tamza, F. B. T., & M Humam 

Ghiffary, H. (2022). HUKUMPEMASYARAKATAN DANPENITENSIER. 2022. Hlm. 27 
13 Maya Shafira, M. S., Deni Achmad, D. A., Fristia Berdian Tamza, F. B. T., & M Humam 

Ghiffary, H. (2022). HUKUMPEMASYARAKATAN DANPENITENSIER. 2022. Hlm 27 
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perlindungan masyarakat.14 Di dalam Teori Tujuan Pemidanaan terdapat 3 

(Tiga) Teori Pemidanaan yaitu: 

1. Teori Retributif 

Teori retributif menetapkan legitimasi hukuman sebagai semacam 

pembalasan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam 

masyarakat, kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang tidak bermoral atau 

immoral. Akibatnya, pelaku kejahatan harus menghadapi pembalasan 

berupa hukuman. Tujuan hukuman dilucuti dari semua tujuan lainnya, 

hanya menyisakan retribusi sebagai satusatunya tujuan.15 Pendekatan 

retributif mendasarkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan 

hukuman yang keras (jahat) pada premis bahwa seseorang harus menerima 

hukuman yang dijatuhkan kepadanya karena dia bertanggung jawab atas 

perbuatannya. Dari sini dapat diamati bahwa metode retributif (juga dikenal 

sebagai teori absolut dalam beberapa literatur) didasarkan pada retribusi 

terhadap pelaku, dan alasan untuk menjatuhkan pidana didasarkan pada 

kejahatan yang dilakukan oleh pelaku sendiri. Metode retributif dibagi 

menjadi dua jenis: teori balas dendam dan teori penebusan.16 

2. Teori Deterrence 

Teori Deterrence berasal dari aliran klasik penghukuman dengan aktor 

kuncinya, Cesare Beccaria dan Jeremy Betham, hukuman sebagai efek jera 

 
14 Supanto, S. (2018). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 45-47 
15 Romli Atmasasmita, 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, 

Jakarta, hlm. 83-84 
16 M. Arif Setiawan, 1999, “Kajian Kritis Teori-Teori Pembenaran Pemidanaan”, Jurnal Hukum 

No.11 vol. VI, hlm.98 
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telah lama menjadi senjata dalam tindakan pencegahan kejahatan. Menurut 

Beccaria, tujuan hukuman adalah untuk mencegah orang melakukan 

kejahatan daripada digunakan sebagai alat pembalasan oleh masyarakat.17 

Aliran ini disebut paham reduktif, menurut Nigel Walker, karena dasar 

pembenaran pemidanaan di sekolah ini adalah untuk membatasi jumlah 

pelanggaran. Menurut sudut pandang ini, hukuman dapat digunakan untuk 

mengurangi pelanggaran dengan cara-cara berikut:18  

a. pencegahan kejahatan, yaitu membujuk pelaku untuk tidak 

melakukan perbuatan melanggar hukum lagi melalui ingatannya 

akan pidana yang akan dijatuhkan;  

b. pencegahan kejahatan, yaitu menanamkan rasa takut kepada orang 

lain yang berpotensi melakukan tindak pidana dengan melihat 

contoh tindak pidana yang pernah dijatuhkan kepada pelaku untuk 

menimbulkan rasa takut akan kemungkinan dihukum bagi 

pelakunya;  

c. mendidik masyarakat agar lebih serius dalam memperhatikan 

terjadinya tindak pidana sehingga secara tidak langsung dapat 

mengurangi frekuensinya melalui cara ini;  

d. pelaku tindak pidana, dengan cara melakukan pembinaan kepada 

pelaku agar pelaku menjadi sadar sehingga pelaku tidak melakukan 

tindak pidana lagi, walaupun tanpa rasa takut atau ancaman 

hukuman;  

e. melindungi masyarakat dengan hukuman penjara yang lama;19 

 

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah proses 

menggabungkan nilai-nilai yang kuat dalam pandangan nilai dan kaidah-kaidah, 

serta mengejewantah dan bertindak sebagai tahap akhir penjabaran nilai untuk 

mewujudkan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan 

hidup.20  

 
17 Marlina, 2011, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Medan, hlm. 50 
18 Mulyadi, Mahmud. Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy 

dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008, hlm. 68-88. 
19 Maya Shafira, M. S., Deni Achmad, D. A., Fristia Berdian Tamza, F. B. T., & M Humam 

Ghiffary, H. (2022). HUKUMPEMASYARAKATAN DANPENITENSIER. 2022. Hlm 30 
20 Satjipto Raharjo, 2002, Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah, Sinar 

Grafika , Yogyakarta hlm.190 
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2. Konseptual 

Dalam penelitian, konseptual mengacu pada sekumpulan ide berbeda yang 

menjadi subjek pengamatan. Menurut definisi ini, berikut ini adalah batasan 

istilah atau konse$p dalam pe$ne$litian ini:  

a. Analisis me$nurut KBBI adalah pe$nye$lidikan te$rhadap suatu pe$ristiwa 

(karangan, pe$rbuatan, dsb) untuk me$nge$tahui ke$adaan yang se$be$narnya.21 

b. Baik dalam be$ntuk putusan maupun gugatan, ke$putusan pe$ngadilan adalah 

pe$rnyataan yang dibuat ole$h hakim se$lama sidang pe$ngadilan umum.22  

c. Hakim adalah aparat hukum yang be$rtugas se$bagai pihak ne$tral dalam  se$buah 

pe$ngadilan.23  

d. Salah satu be$ntuk hukuman yang dijatuhkan ke$pada pe$langgar hukum 

adalah sanksi pidana. Hukuman pidana dapat be$rupa hukuman pe$nutupan, 

de$nda, pe$njara, pe$nahanan, dan hukuman mati, di antara konse$kue$nsi utama 

lainnya.24 

e. Pe$ngguna Narkotika Orang yang me$ngonsumsi atau me$nggunakan 

narkotika, te$rmasuk narkotika sinte$tis dan alami, dise$but pe$ngguna 

narkotika. Pe$ngguna narkoba dapat be$rupa individu yang me$ngonsumsi 

narkoba se$cara individual, te$tapi juga dapat be$rupa obat yang digunakan 

se$cara le$gal untuk pe$ngobatan yang me$miliki e$fe$k psikotropika.25  

f. Narkotika adalah obat atau zat kimia sinte$tis atau se$mi-sinte$tis yang dapat 

me$ngubah atau me$nurunkan ke$sadaran, me$nimbulkan rasa tidak nyaman, 

atau me$ngurangi atau me$nghilangkan rasa sakit. Obat ini dapat be$rasal dari 

tanaman atau non-tanaman. Ke$te$rgantungan adalah e$fe$k lain dari narkotika.26 

g. Me$nurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 te$ntang 

Narkotika, “tindak pidana pe$nyalahgunaan narkotika diancam de$ngan pidana 

pe$njara paling lama 4 (e$mpat) tahun bagi pe$nyalahguna narkotika golongan 

I, paling lama 2 (dua) tahun bagi pe$nyalahguna narkotika golongan II, dan 

paling lama 1 (satu) tahun bagi pe$nyalahguna narkotika golongan III.” 

 

 

 
21 https://kbbi.kemedikbud.go.id/ (Diakses pada tanggal 30 april 2024) 
22 Andi Hamzah. (2014). Asas-Asas Hukum Pidana. PT. Sinar Grafika: Jakarta. Hlm .250-255. 
23 https://glints.com/id/lowongan/hakim-adalah/(Diakses pada tanggal 30 april 2024) 
24 https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-

lt63227a2102445/(Diakses Tanggal 30 April 2024) 
25 https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat (Diakses Pada Tanggal 30 

April 2024) 
26 Moeljatno, S.H. (2016). Hukum Pidana Indonesia. PT Rineka Cipta: Jakarta. Halaman 139. 

https://kbbi.kemedikbud.go.id/
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E. Sistematika Penulisan 

siste$matis, ke$lima bab yang me$nyusun skripsi ini saling te$rkait satu sama lain. 

Be$rikut ini adalah me$tode$ yang digunakan untuk me$nulis skripsi ini: 

 

I. PENDAHULUAN  

Dalam bab ini te$rdapat pe$mbahasan me$nge$nai Latar Be$lakang, Pe$rmasalahan 

dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Ke$gunaan Pe$ne$litian, Ke$rangka Te$ori dan 

Konse$ptual se$rta Siste$matika Pe$nulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini me$ngkaji be$rbagai lite$ratur me$nge$nai be$rbagai topik atau kajian yang 

be$rkaitan de$ngan pe$nyusunan te$sis te$ntang pe$rtimbangan hukum hakim dan 

analisis pe$rtimbangan hukum hakim dalam pe$rkara tindak pidana narkotika 

de$ngan me$nggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 te$ntang 

narkotika, khususnya Pasal 112 dan 127 Huruf a. 

III. METODE PENELITIAN  

Be$risi Pe$nde$katan Masalah, Sumbe$r Data, Pe$ne$ntuan Narasumbe$r, Prose$dur 

Pe$ngumpulan dan Pe$ngolahan Data se$rta Analisis Data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Me$liputi hasil pe$me$riksaan dan pe$nilaian te$rhadap putusan hakim dalam 

Putusan Nomor 4961/Pid.sus/2023/PN.Tng te$ntang pidana pe$njara bagi 

pe$candu narkotika, yang te$lah se$suai de$ngan fakta pe$rsidangan.  
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V. PENUTUP  

Me$ncakup se$jumlah saran yang be$rkaitan de$ngan masalah yang diajukan bagi 

pihak-pihak yang te$rlibat dalam pe$ne$litian ini, se$rta ke$simpulan umum yang 

diambil dari analisis dan pe$mbahasan pe$ne$litian. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana 

Kata “tindak pidana” be$rasal dari frasa “strafbaarfe$it” dalam KUHP Be$landa. Kata 

“strafbaarfe$it” tidak me$miliki de$finisi formal, me$skipun digunakan baik dalam 

WvS Be$landa maupun KUHP Hindia Be$landa.27 Para profe$sional hukum te$lah 

be$rupaya me$nje$laskan makna dan substansi istilah te$rse$but. Sayangnya, be$lum ada 

banyak konsiste$nsi dalam sudut pandang hingga saat ini. Akade$misi hukum pidana 

Je$rman me$nggunakan frasa “strafbare$ handlung,” yang dite$rje$mahkan me$njadi 

“tindak pidana,” se$dangkan spe$sialis hukum pidana asing me$nggunakan istilah 

“criminal act,” atau pe$rbuatan kriminal 28 

Kata “strafbaarfe$it” tidak me$miliki de$finisi formal, me$skipun digunakan dalam 

WvS Be$landa dan WvS Hindia Be$landa (KUHP). Para profe$sional hukum te$lah 

be$rupaya me$nje$laskan makna dan substansi istilah te$rse$but. Sayangnya, be$lum ada 

banyak konsiste$nsi dalam sudut pandang hingga saat ini. Namun se$cara umum, 

tindakan kriminal dide$finisikan se$bagai tindakan yang ile$gal dan dapat dihukum. 

Dalam konte$ks ini, suatu tindakan dide$finisikan se$bagai tindakan aktif (me$lakukan 

se$suatu yang dilarang se$cara hukum) dan tindakan pasif (tidak me$lakukan se$suatu 

yang diwajibkan se$cara hukum).29 

 
27 Diah Gustiniati dan Budi Rizki Husin. Asas-asas dan pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia, 

Bandar Lampung, Justice Publisher, 2014, hlm. 19. 
28 Fitri Wahyuni, F. I. T. R. I. (2017). Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia. 
29 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2010), hlm. 48. 
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Be$rarti suatu pe$rbuatan yang pe$lakunya dapat dike$nakan hukuman. Dalam bahasa 

Be$landa, istilah "de$lik" dise$but starfbaarfe$e$it, dan ke$tika dite$rje$mahkan ke$ dalam 

bahasa Indone$sia, be$be$rapa sarjana hukum pe$rcaya bahwa istilah ini be$rbe$da 

de$ngan be$nar. 

Ada be$be$rapa de$finisi me$nge$nai strafbaarfe$it maupun de$lik yang dike$mukan para 

ahli diantaranya adalah: 

1. Dalam bukunya Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Andi Hamzah me$nde$finisikan 

ke$jahatan se$bagai suatu pe$rbuatan atau tindakan yang dilarang ole$h undang-

undang dan me$miliki bahaya akibat hukum.30 

2. Strafbaarfe$it, me$nurut Moe$ljatno, adalah tindakan manusia yang dapat 

dike$nakan akibat pidana kare$na ke$te$ntuan pe$rundang-undangan.31 

3. Me$nurut Simons, strafbaarfe$it dide$finisikan se$bagai tindakan me$lawan hukum 

yang dise$ngaja yang dilakukan ole$h se$se$orang yang be$rtanggung jawab atas 

tindakannya dan te$lah dianggap se$bagai pe$langgaran hukum ole$h undang-

undang.32 

Kare$na me$nurutnya kata pe$rilaku le$bih se$ring digunakan dalam ke$hidupan se$hari-

hari, Moe$ljatno me$ngusulkan untuk me$ngadopsi frasa pe$rilaku kriminal. Me$nurut 

Moe$ljatno,33 

1. Tingkah laku manusia adalah apa yang dilarang, yaitu ke$adaan atau ke$jadian 

yang ditimbulkan ole$h pe$rbuatan se$se$orang yang me$nunjukkan bahwa 

 
30 Hamzah, Andi. (2014). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Sinar Grafika. 
31 Lamintang, P.A.F, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

hlm. 34. 
32 Ibid. hlm 35. 
33 Moeljatno, S.H. (2016). Hukum Pidana Indonesia. PT Rineka Cipta: Jakarta. Halaman 143 
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larangan te$rse$but ditujukan ke$padanya se$kaligus me$nimbulkan bahaya pidana 

ke$padanya.  

2. Pe$rilaku (pe$langgaran larangan be$rupa ke$adaan atau ke$jadian yang 

ditimbulkan ole$h se$se$orang) be$rkaitan langsung de$ngan orang yang 

me$nimbulkan pe$rilaku te$rse$but, kare$na pe$rintah (untuk pe$rilaku) yang 

me$nakutkan (bagi se$se$orang) be$rkaitan e$rat de$ngan ke$akraban.  

3. Untuk me$nunjukkan ikatan yang dalam. Me$nggunakan kata “ke$jahatan” le$bih 

te$pat. Abstrak me$nunjukkan adanya dua kondisi khusus: te$rjadinya suatu 

pe$ristiwa (tindakan) dan ke$be$radaan se$se$orang. Ke$ce$lakaan itu dise$babkan 

ole$h se$se$orang atau se$suatu.  

Be$rdasarkan pandangan para ahli te$rse$but, apabila suatu pe$rbuatan itu me$langgar 

hukum atau dilarang ole$h undang-undang dan pe$rbuatan itu dapat dipidana, maka 

dapat dikatakan bahwa tindak pidana itu adalah pe$rbuatan atau pe$rilaku manusia 

yang be$rupa sanksi pidana se$suai de$ngan de$lik yang dilakukannya. Tindak pidana 

diartikan se$bagai suatu pe$rbuatan yang dilarang ole$h undang-undang pidana dan 

diancam de$ngan pidana ole$h saksi pe$laku tindak pidana, pe$rbuatan itu dise$but 

se$bagai pe$rbuatan pidana dan dapat diancam de$ngan pidana be$rdasarkan Pasal 1 

Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau yang dike$nal de$ngan 

istilah le$galitas.  

Ke$tika hukum pidana Indone$sia dite$rapkan, maka hukum te$rse$but didasarkan pada 

"asas le$galitas", yang juga dike$nal se$bagai "nullum de$lictum nulla poe$na sine$ 

prae$via le$ge$ poe$nali". Asas ini tidak re$troaktif dan be$rfungsi se$bagai dasar untuk 

me$larang suatu pe$rbuatan. " Hanya se$suai de$ngan norma pe$rundang-undangan 

pidana yang be$rlaku, suatu pe$rbuatan dapat dihukum," kata Ayat pe$rtama Pasal 1 
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KUHP. Suatu tindakan dapat dianggap tindak pidana be$rdasarkan konse$p le$galitas 

jika:34 

1. Dirujuk atau dimasukkan dalam pe$raturan te$rtulis. Ini me$nyiratkan bahwa 

me$re$ka yang tidak dikriminalisasi ole$h hukum tidak dituntut ole$h hukum 

te$rse$but. Akibatnya, gagasan ini me$nyatakan bahwa hukum tidak te$rtulis tidak 

dapat dite$gakkan. 

2. Pe$mbatasan undang-undang, atau pe$raturan hukum, harus ada se$be$lum 

ke$jahatan dilakukan. Ini me$nyiratkan bahwa hukum tidak dapat dilaksanakan di 

masa lalu. Ole$h kare$na itu, undang-undang yang dibuat se$te$lah undang-undang 

te$rse$but dibuat tidak dapat me$ngamande$me$n tindakan individu yang dilakukan 

se$be$lum undang-undang te$rse$but dibuat.  

Be$rdasarkan uraian di atas dan analisis me$nge$nai pe$nje$lasan asas le$galitas, dapat 

disimpulkan bahwa asas ini adalah suatu tindakan yang dilakukan se$be$lum adanya 

pe$raturan pe$rundang-undangan yang be$rlaku, dapat dike$nakan sanksi hukum 

be$rdasarkan pe$raturan pe$rundang-undangan yang dibuat se$te$lah ke$giatan te$rse$but 

se$le$sai dilakukan. 

Moe$ljatno be$rpe$ndapat bahwa unsur ke$lahiran harus ada dalam se$tiap tindak 

pidana, agar tindakan te$rse$but, be$se$rta dampaknya, dapat dianggap se$bagai 

pe$ristiwa di alam se$me$sta. Ke$giatan kriminal se$ring kali dise$rtai de$ngan kondisi 

atau situasi te$rte$ntu se$bagai tambahan te$rhadap pe$rilaku dan akibat yang 

ditimbulkannya.35  

 
34 Hamzah, Andi. (2014). Asas-Asas Hukum Pidana. PT. Sinar Grafika: Jakarta. (Halaman 60-65) 
35 Moeljatno, S.H. (2016). Hukum Pidana Indonesia. PT Rineka Cipta: Jakarta hlm.142. 
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Lamintang be$rpe$ndapat bahwa unsur-unsur se$tiap tindak pidana dalam KUHP 

dapat dibagi me$njadi dua kate$gori: Unsur “subje$ktif” adalah kompone$n yang 

me$le$kat pada diri pe$laku atau te$rkait de$ngannya, se$pe$rti pe$rasaannya. Unsur 

“obje$ktif” adalah kompone$n yang be$rkaitan de$ngan pe$laku. Kondisi yang 

me$latarbe$lakangi tindakan pe$laku dike$nal se$bagai ke$adaan.36  

Tindak pidana dalam unsur subje$ktif adalah:37  

1. Pasal 340 KUHP me$nde$finisikan voorbe$dachte$ raad se$bagai pe$re$ncanaan yang 

matang, se$pe$rti yang dite$mukan dalam tindak pidana pe$mbunuhan; 

2. Be$rbagai motif atau oogme$rk, se$pe$rti pe$ncurian, pe$nipuan, pe$me$rasan, 

pe$malsuan, dan tindak pidana lainnya; 

3. Pasal 53, Ayat 1 KUHP me$ncakup tujuan atau ke$ikutse$rtaan dalam upaya 

pe$njambre$tan; 

4. Baik yang dise$ngaja maupun tidak dise$ngaja (culpa/dolus); 

5. Pasal 308 KUHP me$ncantumkan pe$rasaan takut atau stre$s se$bagai salah satu 

faktor yang be$rkontribusi te$rhadap te$rciptanya tindakan pidana. 

Lade$n Marpaung, Me$nyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana te$rdiri dari unsur 

subje$ktif dan unsur obje$ktif de$ngan uraian se$bagai be$rikut38: 

a. Unsur Obje$ktif 

Me$rupakan unsur dari luar diri pe$laku yang te$rdiri dari: 

1) Pe$rbuatan Manusia: 

a. Act, yakni pe$rbuatan aktif  

b. Omissions, yakni pe$rbuatan ne$gatif atau pe$rbuatan yang me$ndiamkan atau 

me$mbiarkan. 

c. Ancaman pidana bagi yang me$langgar larangan. 

 

 
36 Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia. Sinar 

Grafika. hlm.183. 
37 Moeljatno, S.H. (2016). Hukum Pidana Indonesia. PT Rineka Cipta: Jakarta. Halaman 144 
38 Marpaung, Laden. (2006). Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Alumni. hlm. 55-58 
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2) Akibat (Re$sult) pe$rbuatan manusia 

Ke$hilangan nyawa, dirampas ke$be$basan, dan dirampas ke$hormatan hanyalah 

be$be$rapa dampak ne$gatif yang me$ne$mpatkan orang pada risiko dan bahkan 

me$nghancurkan ke$pe$ntingan yang dilindungi hukum. 

3) Ke$adaan (Circumtance$s). 

Pada hakikatnya ke$adaan dibe$dakan me$njadi bagian-bagiann antara lain; 

a) Sifat dapat dihukum dan sifat me$lawan hukum 

b) Ke$adaan pada saat se$be$lum pe$rbuatan dilakukan 

c) Ke$adaan pada saat se$te$lah pe$rbuatan dilakukan 

d) Ke$adaan pada saat pe$rbuatan dilakukan 

 

b. Unsur Subje$ktif  

Ini adalah kompone$n yang be$rasal dari pe$laku.”Tidak ada hukuman tanpa rasa 

be$rsalah” adalah pe$rnyataan yang dite$mukan dalam hukum pidana; suatu 

tindakan tidak dianggap be$rsalah ke$cuali pikiran be$rsalah, atau “actus non fe$cit 

re$um nimis me$ns si re$a.” Ke$salahan yang dimaksud dalam hukum pidana ialah 

ke$salahan yang diakibat kan ole$h pe$laku yang dilakukan de$ngan Ke$se$ngajaan 

(Inte$ntion/opze$t dolus) dan unsur Ke$alpaan (Schuld) yang diatur di dalam 

KUHP. 

Alasan me$ngapa pe$laku ke$jahatan ke$bal te$rhadap hukuman adalah apa yang 

me$mbe$ntuk karakte$r ile$gal. Suatu tindakan dianggap ile$gal ke$tika me$langgar 

hukum. Jika salah satu dari kompone$n ke$jahatan te$rse$but tidak te$rpe$nuhi, 

te$rdakwa dapat dibe$baskan dari hukuman. Se$cara be$rsama-sama, kompone$n-

kompone$n ini me$mbe$ntuk pe$langgaran itu se$ndiri.39 Unsur-unsur tindak pidana 

dapat dibe$dakan dari dua sudut pandang me$liputi : 

 
39 Marpaung, L. (2006). Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana hlm.9 
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1. Pre$spe$ktif Te$oritis 

Dalam kasus pidana, surat dakwaan adalah bagian pe$nting dari pe$rsidangan. 

Pe$rspe$ktif te$oritis tindak pidana adalah dasar pe$rtimbangan hakim ke$tika me$re$ka 

me$mutuskan pidana yang le$bih ringan daripada tuntutan Pe$nuntut Umum. 

Pe$ngadilan dapat me$mbe$baskan se$se$orang bahkan jika te$rjadi ke$salahan saat 

me$mbaca surat dakwaan. 

Dari sudut pandang te$oritis, unsur-unsur tindak pidana me$ncakup e$le$me$n-e$le$me$n 

be$rikut: 

1. Pe$rbuatan Manusia: tindak pidana harus me$libatkan pe$rbuaan manusia, baik 

pe$rbuatan aktif (be$rbuat) maupun pe$rbuatan pasif (tidak be$rbuat atau me$lalaikan 

Ke$wajiban). 

2. Sifat me$lawan hukum (we$de$rre$chte$lijk): pe$rbuatan te$rse$but harus me$langgar 

norma-norma hukum atau me$lawan hukum yang be$rlaku. 

3. Diancam de$ngan pidana: pe$rbuatan te$rse$but harus diancam de$ngan pidan, 

artinya te$lah dilakukan dalam undang-undang bahwa pe$lakunya dapat dike$nai 

hukuman jika me$lakukan pe$rbuatan te$rse$but. 

4. Ke$mampuan be$rtanggung Jawab: pe$laku tindak pidana harus me$miliki 

ke$mampuan be$rtanggung jawab atas pe$rbuatannya, be$rarti ia be$rakal se$hat dan 

mampu me$mahami akibat dari pe$rbuatan nya yang ia lakukan. 

5. Ke$salahan(shculd): pe$laku tindak pidana harus dise$rtai ke$salahan atau 

ke$se$ngajaan dalam me$lakukan pe$rbuatan te$rse$but.40 

 

2. Unsur-unsur tindak pidana yang di atur dalam undang-undang di indone$sia se$pe$rti; 

a. Undang-Undang Te$rorisme$ 

b. Undang-Undang Narkotika 

c. Undang-Undang Tindak Pidana Pe$ncucian Uang 

d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

e. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 

 

 

 

 

 

 

 
40 https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/ (Di Akses Tanggal 

23/03/2024) 

https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/
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B. Tinjauan Tentang Narkotika 

Narkotika adalah zat kimia atau obat sinte$tis atau se$mi-sinte$tis yang be$rasal dari 

tanaman atau non-tanaman yang dapat me$ngubah ke$sadaran, me$ngganggu pe$rse$psi, 

atau me$ngurangi atau me$nghilangkan rasa sakit se$pe$nuhnya. Narkotika juga dapat 

me$nimbulkan ke$te$rgantungan, me$nurut Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 

2009 te$ntang Narkotika. Narkotika biasanya dide$finisikan se$bagai zat yang 

me$miliki ke$mampuan untuk be$rtindak se$bagai obat atau me$mpe$ngaruhi ke$sadaran 

se$se$orang. 

“Narke$,” yang be$rarti “te$rbius” se$hingga tidak dapat me$rasakan apa pun, adalah 

istilah Yunani untuk narkotika. Se$ring digunakan se$cara be$rgantian de$ngan 

“drugs,” istilah “jamu” awalnya me$rujuk pada “obat he$rbal” yang dibuat dari 

kompone$n tanaman yang dike$ringkan. Se$lanjutnya, kata drugs dipe$rluas untuk 

me$ncakup racun atau pe$ngobatan yang me$miliki e$fe$k khusus pada pe$ngguna, 

se$pe$rti analge$sia, halusinasi, pe$nde$ritaan, dan se$bagainya.41 

Salah satu ke$le$mahan pe$nggunaan narkoba adalah dapat me$nye$babkan 

pe$nggunanya ke$hilangan ke$sadaran atau me$njadi pe$lupa agar dapat ke$luar dari 

situasi sulit. Se$se$orang akan me$larikan diri dari situasi yang tidak dapat ia tangani. 

Namun, tidak mungkin untuk me$mbasmi akar pe$rmasalahannya se$cara tuntas. 

Masalah te$rse$but masih ada dan be$lum te$ratasi.  

Me$nurut WHO, se$tiap zat padat, cair, atau gas yang masuk ke$ dalam tubuh 

be$rpote$nsi me$ngubah struktur dan fungsinya, baik se$cara fisik maupun me$ntal. Ini 

tidak te$rmasuk makanan, minuman, oksige$n, atau air, yang dipe$rlukan tubuh agar 

 
41 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1981), h. 36 
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dapat be$rfungsi se$cara normal.42 De$ngan cara me$me$ngaruhi susunan syaraf pusat 

se$cara se$le$ktif, psikotropika (dide$finisikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1997 se$bagai zat atau obat, baik alamiah maupun buatan, dan bukan narkotika) 

me$mpunyai sifat psikoaktif yang dapat me$nimbulkan pe$nurunan atau pe$rubahan 

ke$sadaran, hilangnya pe$rasaan, pe$ngurangan atau pe$nghilangan rasa nye$ri, dan 

timbulnya ke$te$rgantungan.43 

Kare$na ke$tidakmampuannya yang se$makin be$sar untuk me$nye$suaikan diri de$ngan 

lingkungannya, pe$nggunaan obat-obatan je$nis ini se$ring kali me$mpe$rburuk konflik 

antara individu dan masyarakatnya. Ole$h kare$na itu, individu akan se$makin 

be$rgantung pada obat-obatan.44 

De$ngan de$mikian Narkotika dide$finisikan se$bagai zat kimia atau obat-obatan yang 

alami atau sinte$tis, yang me$rupakan de$finisi yang sama de$ngan psikotropika. 

Narkotika dan psikotropika be$rbe$da kare$na narkotika be$rasal dari tanaman, 

se$dangkan psikotropika be$rasal dari tumbuhan, yang me$rupakan modifikasi dari 

narkotika yang sudah me$lalui tahapan-tahapan te$rte$ntu. 

Ke$tika se$se$orang me$nyalahgunakan narkoba, ia dapat me$njadi te$rgantung pada 

narkoba (addicte$d). Ke$te$rgantungan narkotika dapat be$rkisar dari ringan hingga 

be$rat. Tingkat ke$mampuan se$se$orang untuk me$njauhi narkoba dapat digunakan 

untuk me$ngukur se$be$rapa parah ke$te$rgantungannya. De$finisi narkoba be$rikut 

 
42 Tri Adrisman, S.H. 2015. Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP. Bandar Lampung: Justice 

Publisher. 

43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika 
44 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1981), h. 38 
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dibe$rikan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 te$ntang 

Narkotika:  

“Narkotika adalah zat atau obat yang be$rasal dari sumbe$r nabati maupun non-

nabati, baik sinte$tis maupun se$mi-sinte$tis. Zat-zat ini dapat me$ngubah 

ke$sadaran, me$nye$babkan mati rasa, me$ngurangi atau me$nghilangkan rasa sakit, 

dan dapat me$nye$babkan ke$te$rgantungan. Zat-zat ini dikate$gorikan ke$ dalam 

ke$lompok-ke$lompok se$bagaimana dite$ntukan dalam undang-undang ini atau 

se$bagaimana yang dite$tapkan ke$mudian ole$h Ke$putusan Me$nte$ri Ke$se$hatan”. 

Be$rdasarkan Pasal 6 Ayat 1  Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Te$ntang 

Narkotika digolongkan ke$ dalam : 

“Narkotika Golongan I, Narkotika golongan ini dise$but de$ngan narkotika yang 

alamiah be$rupa suatu zat dan obat yang langsung digunakan atau di pakai tanpa 

pe$rlu adanya prose$s pe$mbuatan te$rle$bih dahulu. Obat-obatan yang te$rgolong 

golongan I me$miliki pote$nsi ke$te$rgantungan yang sangat tinggi dan hanya 

diizinkan untuk pe$ne$litian ilmiah; obat-obatan te$rse$but tidak digunakan dalam 

pe$ngobatan. Te$rdapat 26 (dua puluh e$nam) je$nis obat golongan I. Tanaman yang 

paling se$ring disalahgunakan adalah tanaman dalam ge$nus Kokaina dan 

Cannabis. Adapun je$nis tanaman yang sangat be$re$siko digunakan se$cara langsung 

yang te$rdiri dari: 

1. Tanaman Papave$r somnife$rum L.Kokain/ Kokaina He$roin 

2. Morphine$ (Putaw) 

3. Ganja 

4. Opium Me$ntah 

5. Daun Koka 

Pe$mbuatan dan/atau pe$nggunaan obat golongan I te$rse$but dilarang, ke$cuali dalam 

jumlah ke$cil untuk ke$pe$rluan te$rte$ntu. Hal ini diatur dalam Undang-Undang 
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Nomor 35 Tahun 2009 te$ntang Narkotika, Pasal 8 Ayat 1: Narkotika golongan I 

tidak bole$h dibuat dan/atau digunakan dalam prose$s pe$mbuatannya, ke$cuali dalam 

jumlah sangat ke$cil yang digunakan untuk pe$ne$litian ilmiah di bawah pe$ngawasan 

ke$tat Me$nte$ri Ke$se$hatan. Be$rdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

te$ntang Narkotika, Pasal 12, hanya pe$rusahaan farmasi dan/atau pe$dagang be$sar 

te$rte$ntu yang diizinkan untuk me$nye$diakan obat golongan I ke$pada le$mbaga 

ilmiah untuk ke$majuan pe$ne$litian ilmiah. 

“Me$nurut Pasal 6 Ayat (1) Huruf C, Narkotika Golongan II adalah zat yang 

digunakan dalam te$rapi, untuk ke$majuan ilmu pe$nge$tahuan, dan untuk pe$ngobatan 

yang be$rhasil, te$tapi juga me$mpunyai pote$nsi yang kuat untuk me$nimbulkan 

ke$te$rgantungan. Se$bagai turunan morfin, he$roin me$rupakan narkotika golongan II 

yang paling se$ring digunakan. Bubur bunga opium ke$ring, yang me$ngandung 

morfin dan se$ring digunakan untuk me$ngobati batuk dan diare$, digunakan untuk 

me$mbuat he$roin. me$thafone$ dan pe$lhipidine$ me$rupakan be$ntuk sinte$tis he$roin yang 

juga digunakan untuk me$ngurangi rasa sakit.  

“Me$nurut Pasal 6 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 te$ntang 

Narkotika, narkotika golongan III adalah narkotika yang pe$nggunaannya me$luas 

dalam te$rapi dan/atau untuk pe$nge$mbangan ilmu pe$nge$tahuan, be$rkhasiat untuk 

pe$ngobatan, dan me$mpunyai risiko ke$te$rgantungan yang re$ndah. Narkotika 

golongan III digunakan untuk tujuan yang sama de$ngan narkotika golongan II, yaitu 

untuk pe$layanan ke$se$hatan dan/atau pe$ne$litian ilmiah te$ntang produksi dan 

pe$re$darannya. Pe$nggunaannya diatur dalam pe$raturan pe$rundang-undangan yang 

sama de$ngan narkotika golongan II.  



33 
 

 
 

Narkotika alami, se$misinte$tik, dan sinte$tis adalah tiga (tiga) golongan yang 

me$mbagi narkotika be$rdasarkan prose$s pe$mbuatannya, yang dimaksud de$ngan 

narkotika alami me$rupakan Zat yang te$rdapat di alam yang dapat me$ngubah cara 

ke$rja pikiran atau tubuh. Narkotika ini dapat be$rbahaya dan me$mbuat ke$tagihan.45 

Contoh narkotika alami se$pe$rti: Ganja, Kokain dan Opium. Narkotika Se$misinte$sis 

adalah zat yang dibuat de$ngan me$ngubah zat yang ada di alam, yang se$ringkali 

le$bih be$rbahaya daripada narkoba alami kare$na te$lah diubah untuk me$ningkatkan 

e$fe$knya. Se$dangkan pe$nje$lasan Narkotika sinte$sis adalah zat yang dihasilkan dalam 

laboratorium.  

Pe$candu dan pe$nyalahguna, te$rmasuk yang te$rcantum dalam Pasal 54, tunduk pada 

ke$te$ntuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 te$ntang Narkotika. Orang 

yang dibujuk, ditipu, ditipu, dite$kan, dan/atau ditakut-takuti se$hingga tidak se$ngaja 

me$ngonsumsi narkoba dianggap se$bagai korban pe$nyalahgunaan narkoba, me$nurut 

Pasal 54. Orang yang me$nggunakan atau me$nyalahgunakan narkoba dan se$cara 

fisik atau me$ntal be$rgantung pada narkoba te$rse$but dianggap se$bagai pe$candu 

narkoba. Orang yang me$ngonsumsi narkoba se$cara ile$gal atau tanpa izin dike$nal 

se$bagai pe$nyalahguna.46 

Sanksi bagi pe$langgar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 te$ntang Narkotika 

diatur dalam undang-undang ini. Se$lain ancaman pidana pe$njara dan de$nda, 

be$ratnya sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika ini 

 
45 World Health Organization. (2023). Drug use and mental health. 

https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/overview (diakses pada tanggal 

26/03/2024) 

46 https://yplawoffice.com/2019/02/25/pecandu-dan-penyalahguna-dalam-undang-undang-nomor-

35-tahun-2009-tentang-narkotika/(diakases 26/03/2024) 

https://yplawoffice.com/2019/02/25/pecandu-dan-penyalahguna-dalam-undang-undang-nomor-35-tahun-2009-tentang-narkotika/
https://yplawoffice.com/2019/02/25/pecandu-dan-penyalahguna-dalam-undang-undang-nomor-35-tahun-2009-tentang-narkotika/
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ditunjukkan de$ngan adanya batasan minimal dan maksimal ancaman pidana. 

Ancaman hukuman mati hanyalah salah satu contoh dari hukuman be$rat yang 

dijatuhkan ke$pada pe$laku tindak pidana. Be$rikut ini adalah sanksi yang dite$tapkan 

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 te$ntang Narkotika, Pasal 111 sampai 

de$ngan Pasal 148: 

1. “Re$habilitasi Me$dis dan Sosial (Pasal 54 sampai Pasal 59 Pasal 103 Ayat (1) 

dan Ayat (2) dan Pasal 127) 

2. Pidana de$nda (Pasal 111 sampai Pasal 148). 

3. Pidana kurungan (Pasal 128). 

4. Pidana pe$njara (Pasal 111 sampai Pasal 148). 

5. Pidana juga dapat dijatuhkan pada korporasi yakni be$rupa pe$ncabutan izin 

usaha; dan/atau pe$ncabutan status badan hukum (Pasal 130). 

6. Pidana mati (Pasal 116 Ayat (2), Pasal 119 Ayat (2) dan Pasal 121 Ayat (2)).”  

 

Undang-undang ini me$ne$tapkan hukuman pidana bagi me$re$ka yang me$lakukan 

pe$nyalahgunaan narkotika. Se$lain itu, undang-undang ini me$ne$tapkan sanksi 

pidana bagi me$re$ka yang me$lakukan pe$nyalahgunaan narkoba. Misalnya, pe$nge$dar 

narkoba dapat dihukum dua tahun dan paling lama se$umur hidup atau mati; 

pe$ngguna dapat dihukum tiga tahun dan paling lama se$umur hidup atau mati. Se$tiap 

orang yang me$nggunakan narkotika namun be$lum pada kondisi ke$te$rgantungan, 

diancam de$ngan hukuman pe$njara se$bagaimana diatur pada Pasal 127 Ayat (1) UU 

Narkotika. 

Pe$nggunaan narkoba kini te$lah me$ningkat ke$ tingkat yang sangat me$mprihatinkan. 

Hampir se$mua orang di muka bumi dapat de$ngan mudah me$mpe$role$h narkoba, 

misalnya me$lalui distributor dan pe$nge$dar yang be$rjualan di diskotik, se$kolah, dan 

te$mpat lainnya. Kare$na ke$untungan finansial yang didapat, industri narkotika te$lah 

be$rke$mbang dan me$njadi salah satu industri yang banyak pe$minatnya. Me$nge$nai 

je$nis pe$nggunaan narkoba, Undang-Undang Narkotika te$lah me$ngaturnya de$ngan 
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cara ini. Misalnya, Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Narkotika me$nye$butkan 

bahwa:  

“Dipidana de$ngan pidana de$nda paling se$dikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (se$puluh miliar rupiah) se$rta 

pidana pe$njara se$umur hidup atau pidana pe$njara paling singkat lima tahun dan 

paling lama dua puluh tahun, bagi se$tiap orang yang me$njual, me$mbe$li, 

me$ne$rima, me$njadi pe$rantara jual be$li, me$nukar, atau me$nye$rahkan Narkotika 

Golongan I tanpa hak atau me$lawan hukum.”  

Me$ngingat Narkotika Golongan I sangat be$rbahaya dan dapat me$ningkatkan tindak 

pidana, maka undang-undang me$larang se$gala tindakan yang me$langgar hukum 

atau tidak me$miliki hak hukum, misalnya: me$njual, me$mbe$li, me$ne$rima, 

me$nawarkan untuk dijual, be$rtindak se$bagai pe$rantara dalam pe$mbe$lian dan 

pe$njualan, me$mpe$rdagangkan, atau me$ntransfe$r obat-obatan. Hal ini dibuktikan 

de$ngan larangan yang te$rcantum dalam Pasal 114 Ayat 1 UU Narkotika. Apabila 

pe$rbuatan te$rse$but dilakukan ole$h orang yang tidak me$miliki hak hukum, maka 

pe$rbuatan te$rse$but dapat digolongkan se$bagai pe$nyalahgunaan narkotika atau 

se$bagai tindak pidana khusus yang be$rakibat hukum yang be$rat. UU Narkotika 

me$miliki banyak ke$te$ntuan te$ntang pe$midanaan. Minimal e$mpat tahun pe$njara, 

maksimal dua puluh tahun pe$njara, atau mungkin hukuman mati adalah hukuman 

pidana untuk me$mproduksi le$bih dari satu atau lima kuantitas obat-obatan Ke$las I. 

Be$rkaitan de$ngan ke$te$ntuan te$rse$but, jika me$lihat fakta bahwa pe$ne$gakan hukum 

pidana Indone$sia saat ini yang masih be$rtujuan me$nakuti-nakuti dan/atau 

me$mbe$rikan e$fe$k je$ra me$lalui hukuman pe$njara, maka se$tiap pe$nyalahguna 

narkotika akan dihukum de$ngan hukuman pe$njara. 
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Le$mbaga Pe$masyarakatan se$kalipun, yang (se$harusnya) tujuannya untuk me$mbina 

para narapidana, pe$re$daran narkotika masih dapat te$rjadi dan bahkan narapidana 

dapat me$ngatur pe$nge$daran narkotika diluar dari dalam Le$mbaga Pe$masyarakatan. 

Ke$adaan ini te$ntu sangat me$ngkhawatirkan bagi pe$laku pe$nyalahguna yang 

dihukum pe$njara be$rdasarkan Pasal 127 Ayat (1) te$rse$but. Bukan tidak mungkin, 

se$se$orang yang awalnya bukan pe$candu akan me$njadi pe$candu ke$tika me$njalani 

hukuman di Le$mbaga Pe$masyarakatan. De$ngan de$mikian, maka tujuan pe$midanaan 

te$rhadap pe$nyalahguna te$rse$but tidak te$rcapai, malah me$mpe$rburuk  pe$nyalahguna 

te$rse$but. 

C. Tinjauan Tentang Hakim 

Hakim adalah anggota siste$m hukum yang me$miliki ke$we$nangan untuk me$mbuat 

ke$putusan. Prose$s me$ngadili me$libatkan hakim yang me$ne$rima, me$ninjau, dan 

me$mbe$rikan ke$putusan dalam kasus te$rte$ntu se$suai de$ngan prose$s hukum dan 

be$rdasarkan asas ke$be$basan, ke$jujuran, dan imparsialitas. Hakim tidak dapat 

me$nolak suatu kasus untuk diadili, yang me$rupakan tanggung jawab me$re$ka.47  

Asas Ius Curia Novit, yang me$nyatakan bahwa kare$na hakim me$miliki pe$nge$tahuan 

te$ntang hukum, me$re$ka harus me$ngadili se$tiap pe$rkara yang diajukan ke$pada 

me$re$ka. Tulisan para ahli hukum dari tahun 1800-an adalah yang pe$rtama kali 

me$nye$butkan asas ini. Se$kalipun undang-undang te$rse$but tidak ada atau tidak ada, 

hakim te$tap diharuskan untuk me$ninjau dan me$ngadili pe$rkara sampai akhir. Untuk 

me$ne$ntukan hukum, hakim harus me$nafsirkan, me$nye$lidiki, me$matuhi, dan 

me$mahami asas-asas hukum yang be$rlaku di masyarakat.48 

 
47 Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi Ketujuh. Yogyakarta: 

Liberty 
48 https://www.hukumonline.com/klinik/a/ius-curia-novit-lt58dca7c78ab7d/ (diaskes pada tanggal 

29/03/2024) 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/ius-curia-novit-lt58dca7c78ab7d/
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Mustahil untuk me$misahkan siste$m hukum yang dipilih atau dibe$rlakukan suatu 

ne$gara dari struktur ke$kuasaan pe$radilannya. Kodifikasi (hukum te$rtulis) dari 

undang-undang yang te$lah dibuat dan dise$tujui ole$h ne$gara me$lalui organisasi atau 

le$mbaga ne$gara yang ditunjuk untuk tujuan te$rse$but be$rfungsi se$bagai rujukan 

hukum utama bagi ne$gara-ne$gara yang me$nganut siste$m hukum E$ropa Kontine$ntal 

(juga dike$nal se$bagai Civil Law Syste$m).49 

Untuk me$ne$ntukan nilai suatu putusan yang me$ngandung ke$adilan (e$x ae$quo e$t 

bono), ke$pastian hukum, dan manfaat bagi para pihak yang te$rlibat, pe$rtimbangan 

hakim me$rupakan salah satu faktor yang sangat krusial. De$ngan de$mikian, 

pe$rtimbangan hakim pe$rlu ditangani se$cara ce$rmat, baik, dan hati-hati. “Apabila 

pe$rtimbangan hakim kurang ce$rmat, baik, dan ce$rmat, maka Pe$ngadilan Tinggi atau 

Mahkamah Agung akan me$mbatalkan putusan hakim te$rse$but.”50 

Hukum dasar ne$gara be$se$rta pe$raturan pe$rundang-undangan yang ada di bawahnya, 

me$njamin bahwa ke$kuasaan ke$hakiman be$rsifat otonom dan hakim dalam se$mua 

konte$ks pe$radilan me$nggunakan ke$kuasaan ke$hakiman untuk me$njalankan 

tugasnya. Ole$h kare$na itu, ke$be$radaan ke$kuasaan ke$hakiman me$nunjukkan bahwa 

Indone$sia adalah ne$gara yang taat hukum. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 

te$ntang Ke$te$ntuan-Ke$te$ntuan Pokok Ke$kuasaan Ke$hakiman juga me$ngatur 

ke$kuasaan ke$hakiman di Indone$sia, yang me$ngatur badan-badan pe$radilan, asas-

asas pe$nye$le$ngaraan ke$kuasaan ke$hakiman, jaminan ke$dudukan dan pe$rlakuan 

yang sama bagi se$tiap orang dalam hukum dan dalam me$ncari ke$adilan.  

 
49 Andi Suherman, 2019, Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan 

Kehakiman, SIGn Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, hlm. 44 
50 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 

2016, hlm. 140. 
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Hukuman yang ditujukan ke$pada hakim te$rse$but adalah hasil dari profe$sionalitas 

dan inde$pe$nde$nsi me$re$ka dalam me$nggunakan organisasi pe$radilan ne$gara untuk 

me$me$nuhi pe$ran otoritas pe$radilan untuk me$ne$gakkan ke$adilan dan hukum. Ini 

me$mungkinkan hakim untuk be$rtindak se$cara mandiri, be$bas, dan be$bas dari se$gala 

pe$ngaruh yang dapat me$ngganggu fungsi ke$hakiman me$re$ka. 

Salah satu e$le$me$n utama, yang mana se$orang hakim harus me$mbuat putusan untuk 

me$ngakhiri kasus pidana di pe$ngadilan. De$ngan de$mikian, dapat disimpulkan 

bahwa putusan hakim me$mbe$rikan ke$je$lasan hukum ke$pada te$rdakwa te$ntang 

statusnya di satu sisi dan juga me$mbantu me$re$ka me$mbangun tindakan se$lanjutnya 

te$rkait ke$putusan te$rse$but, yaitu apakah me$ne$rima ke$putusan itu atau me$lakukan 

tindakan hukum lain yang diizinkan ole$h undang-undang. Cita-cita ke$adilan, 

ke$be$naran, dan hak asasi manusia, se$rta ke$we$nangan hukum atau fakta hakim yang 

kuat, be$rmoral, dan dapat dipe$rcaya, pada dasarnya te$rce$rmin dalam pilihan yang 

me$re$ka buat. 

Me$nurut Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan 

pe$ngadilan adalah pe$ne$tapan atau pe$rnyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 

te$rbuka untuk umum. Putusan te$rse$but be$rbunyi: 

“Putusan pe$ngadilan adalah pe$rnyataan yang dike$luarkan ole$h hakim di de$pan 

umum. Be$rgantung pada prose$dur yang dite$tapkan dalam undang-undang ini, 

putusan dapat be$rupa hukuman pidana, pe$mbe$basan, atau pe$mbe$basan dari se$mua 

tuduhan dalam kasus te$rse$but”51 

Me$nurut Pasal 191 KUHAP, dakwaan dan se$mua informasi yang dipe$role$h se$lama 

pe$rsidangan me$njadi dasar putusan hakim di pe$ngadilan. Dakwaan jaksa pe$nuntut 

umum me$njadi dasar hukum acara pidana kare$na me$njadi dasar pe$me$riksaan di 

pe$ngadilan. Dalam parame$te$r surat dakwaan, hakim tidak dapat me$njatuhkan 

 
51 Pasal 1 butir 11 KUHAP 
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pidana se$lama pe$rsidangan.52 Hakim tidak te$rikat ole$h surat dakwaan, te$tapi 

me$njadi dasar putusan. Pasal 183 KUHAP be$rbunyi se$bagai be$rikut:  

Pe$ngadilan tidak dapat me$njatuhkan hukuman ke$pada se$se$orang ke$cuali ia yakin 

bahwa suatu ke$jahatan te$lah te$rjadi dan te$rdakwa be$rsalah be$rdasarkan se$tidaknya 

dua bukti yang dapat diandalkan.53 

Ole$h kare$na itu, agar hakim dapat me$mbe$rikan putusan pidana dalam pe$rkara 

pidana, harus me$me$nuhi syarat-syarat be$rikut:  

a. Adanya alat bukti yang cukup dan dapat diandalkan. 

b. Adanya putusan be$rsalah ole$h hakim.  

Me$nge$nai alat bukti yang sah, dite$ntukan dalam Pasal 184 KUHAP bahwa:  

a. Alat bukti yang sah yaitu:  

1) “Ke$te$rangan saksi;  

2) Ke$te$rangan ahli; 

3) Surat;  

4) Ke$te$rangan te$rdakwa” 

b. Hal yang se$cara umum sudah dike$tahui tidak pe$rlu dibuktikan. 

5 (lima) hal yang me$nurut Andi Hamzah harus me$njadi tanggung jawab se$orang 

hakim adalah se$bagai be$rikut: 54 

1. Justisialis hukum  

Ke$adilan me$rupakan tujuan justisialis hukum. Ole$h kare$na itu, ke$adilan harus 

dite$gakkan me$lalui pe$rtimbangan hakim yang pada hakikatnya 

me$mpe$rtimbangkan ke$untungan-ke$untungan (doe$l matighe$ld). Justiciability 

hukumlah yang me$mbe$rinya makna (de$zin van he$t re$cht).  

 

 

 
52 Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1996, hal 167. 
53 Pasal 183 KUHAP. 
54 Hamzah, Andi. Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta: Jakarta, 2008, hlm. 91. 
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1) Pe$njiwaan hukum  

Hukum (re$cht doe$n) harus se$lalu dijiwai de$ngan se$mangat hukum; hukum 

tidak bole$h me$rosot me$njadi ke$biasaan yang tidak be$rnyawa dan hampa. Ole$h 

kare$na itu, ke$tika me$mbe$rikan putusan, hakim harus me$ne$gakkan hukum dan 

tampil se$bagai pe$mbe$la hukum te$rse$but.  

2) Pe$nginte$grasian hukum  

Fakta bahwa hukum dalam kasus te$rte$ntu me$rupakan e$kspre$si hukum pada 

umumnya harus se$lalu diingat ole$h para hakim. Jadi, se$lain diuji dan diilhami, 

putusan hakim dalam kasus te$rte$ntu juga harus dimasukkan ke$ dalam siste$m 

hukum yang be$rke$mbang me$lalui hukum, ke$adilan, dan tradisi. Untuk 

me$njamin bahwa se$mua tindakan hukum me$nghasilkan “re$stitusi in inte$grum,” 

sangat pe$nting untuk me$mastikan bahwa putusan hakim dapat dimasukkan ke$ 

dalam siste$m hukum positif.  

3) Totalitas hukum  

Totalitas hukum be$rarti me$nginte$grasikan putusan hakim ke$ dalam se$luruh 

re$alitas. Sudut pandang hakim adalah hukum; di bawahnya, ia me$ngamati 

re$alitas sosial dan e$konomi; di atasnya, ia me$ngamati prinsip-prinsip moral dan 

agama yang me$nuntut ke$sucian dan ke$be$naran.  

4) Pe$rsonalisasi hukum  

Putusan dibuat de$ngan me$mpe$rtimbangkan pribadi (pe$rsonalitas) pihak yang 

me$ncari ke$adilan be$rkat pe$rsonalitas hukum ini. Pe$nting untuk diingat bahwa 

pihak yang te$rlibat dalam gugatan adalah manusia de$ngan status yang mulia. 

Kustomisasi hukum ini be$rujung pada tugas hakim se$bagai pe$lindung. Dalam 

hal ini, hakim harus mampu me$lindungi orang-orang, yang harus dilihat 

se$bagai pribadi unik yang me$ncari ke$adilan. 
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Agar putusannya be$rmanfaat, me$mbe$rikan ke$pastian hukum, dan tidak 

be$rte$ntangan de$ngan rasa ke$adilan, hakim harus me$matuhi pe$raturan yang be$rlaku 

dalam me$njalankan tugasnya di pe$ngadilan, se$pe$rti Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 te$ntang Ke$kuasaan Ke$hakiman dan Kode$ E$tik se$rta Pe$doman Pe$rilaku 

Hakim. Be$rikut ini diuraikan dalam Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009 te$ntang Ke$kuasaan Ke$hakiman yang me$ngatur te$ntang tanggung 

jawab dan tugas hakim:  

Pasal 5 me$ne$ntukan: 

1) Hakim dan hakim konstitusi harus be$rsikap jujur, adil, profe$sional, me$miliki 

pe$rilaku yang tidak te$rce$la, dan me$miliki pe$nge$tahuan hukum; 

2) Kode$ E$tik dan Pe$doman Hakim harus dipatuhi ole$h para hakim dan hakim 

konstitusi; 

3) Asas-asas hukum dan rasa ke$adilan yang me$rasuki masyarakat harus dite$liti, 

ditaati, dan dipahami ole$h para hakim dan hakim konstitusi.  

Pasal 10 me$ne$ntukan:  

1) Pe$ngadilan wajib me$nganalisis, me$ngadili, dan me$mutus suatu pe$rkara yang 

diajukan atas dasar bahwa hukumnya tidak je$las atau tidak ada; tidak 

dipe$rbole$hkan me$lakukan hal lain. 

2) Klausul yang dise$butkan dalam ayat (1) tidak me$nge$cualikan upaya 

pe$nye$le$saian se$ngke$ta pe$rdata se$cara damai. 

Be$rdasarkan KUHAP putusan hakim dibagi me$njadi be$be$rapa macam yaitu:  

a. Ke$putusan pe$mbe$basan te$rdakwa.  

Hakim be$rwe$nang me$ne$ntukan apakah te$rdakwa akan dibe$baskan atau tidak 

dalam prose$s pe$mbe$basan. Te$rdakwa dibe$baskan kare$na hakim yang me$me$riksa 

dan me$ngadili pe$rkara yang dipe$rkarakan me$ne$tapkan bahwa pe$ristiwa yang 

diuraikan dalam surat dakwaan tidak te$rbukti se$bagian atau se$luruhnya serta 

hakim menimbang fakta-fakta dalam persidangan hakim memutus minimal 2 

alat bukti dan tidak kurang sebagaimana di jelaskan dalam pasal 183 KUHAP 

apabila hakim tidak menemukan 2 alat bukti yang sah maka tidak dapat memutus 

terdakwa dalam dalam putusan nya. Landasan hukum putusan ini te$rdapat dalam 
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Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang me$nyatakan bahwa “te$rdakwa dibe$baskan 

apabila pe$ngadilan me$ne$tapkan bahwa ke$salahan te$rdakwa atau pe$rbuatan yang 

dilakukannya tidak te$rbukti se$cara sah dan me$yakinkan be$rdasarkan hasil 

pe$me$riksaan di pe$rsidangan”.55 

b. Ke$putusan pe$le$pasan te$rdakwa dari se$gala tuntutan  

Kare$na pe$rbuatan yang dituduhkan te$rhadap te$rdakwa dalam dakwaan te$rse$but 

te$rbukti te$lah te$rjadi, namun pe$rbuatan te$rse$but tidak te$rmasuk tindak pidana 

atau pe$langgaran yang dapat dihukum ole$h hukum, pe$ngadilan me$mutuskan 

untuk me$mbe$baskan te$rdakwa dari se$mua tuntutan hukum. Pasal 191 Ayat 2 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana me$mbe$rikan dasar hukum bagi 

ke$putusan untuk me$mbe$baskan te$rdakwa dari se$mua tuduhan. Bunyinya se$bagai 

be$rikut:  

Te$rdakwa dibe$baskan dari se$mua tuntutan apabila pe$ngadilan me$ne$ntukan 

bahwa pe$rilaku yang didakwakan te$lah te$rbukti be$rdasarkan fakta te$tapi tidak 

me$me$nuhi syarat se$bagai tindakan kriminal.56  

 

Me$nurut Pasal 48 KUHP, te$rdakwa dibe$baskan dari hukuman kare$na: pe$rbuatan 

itu dilakukan di bawah pe$ngaruh ke$kuasaan me$maksa (Pasal 49); “pe$rbuatan itu 

dilakukan untuk me$mbe$la diri te$rhadap se$rangan atau ancaman” (Pasal 50); 

“pe$rbuatan itu dilakukan untuk me$njalankan pe$rintah jabatan” (Pasal 51); atau 

“pe$rbuatan itu dilakukan untuk me$laksanakan ke$te$ntuan undang-undang.” 

c. Ke$putusan pe$midanaan te$rdakwa Ke$putusan  Jika te$rdakwa te$rbukti be$rsalah 

se$bagaimana yang dituntut jaksa pe$nuntut umum dalam dakwaan dan 

pe$rbuatannya me$rupakan tindak pidana atau pe$langgaran, pe$ngadilan akan 

me$mutuskan untuk me$njatuhkan hukuman mati ke$pada te$rdakwa.  

 
55 Pasal 191 Ayat (1) KUHAP. 
56 Pasal 191 Ayat (1) KUHAP 
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Hakim harus imparsial dan obye$ktif dalam me$mutuskan suatu pe$rkara, te$tapi 

te$rdapat kome$ntar dan pandangan ne$gatif te$ntang se$jauh mana me$re$ka dapat 

me$njadi obye$ktif. Se$orang hakim yang dipandang se$bagai manusia be$bas dan 

tidak me$mihak, tidak mungkin bisa be$rsikap “biasa” dalam me$mpe$rtimbangkan 

dan me$mutus pe$rkara yang disidangkannya; bagaimanapun, pe$mahaman hakim 

se$ndiri te$ntang ke$dudukan dan fungsi hakim te$rkadang me$mpe$ngaruhi sikap 

"biasa" me$re$ka. Ini adalah fakta bahwa ke$tika se$se$orang me$mutuskan se$suatu, 

se$lalu ada pihak tidak pe$rnah se$pe$nuhnya puas, bahkan ke$tika te$rjadi pe$rtikaian 

antara pe$me$rintah dan rakyatnya, kare$na sangat sulit untuk me$ne$tapkan standar 

ke$adilan suatu ke$putusan. Ke$adilan bagi satu pihak tidak se$lalu be$rlaku bagi 

pihak lainnya. Kare$na me$nghakimi orang lain adalah inti dari ke$adilan, hal ini 

se$ring kali te$rlihat dari sudut pandang orang yang me$nde$rita.57 

Salah satu tugas utama se$orang hakim adalah me$mbuat ke$putusan te$ntang pe$rkara 

yang diajukan ke$padanya. Dalam kasus pidana, putusan hakim tidak te$rpe$ngaruh 

ole$h siste$m pe$mbuktian ne$gatif (ne$gative$ we$tte$rlijke$), yang pada prinsipnya 

me$ne$ntukan bahwa suatu hak, pe$ristiwa, atau ke$salahan te$lah te$rbukti. Ole$h kare$na 

itu, ke$putusan hakim harus didasarkan pada ke$yakinan murni hakim. Pada 

hakikatnya, te$rdapat 2 (dua) mazhab pe$mikiran yang me$mpe$ngaruhi hakim dalam 

me$njatuhkan pidana, yaitu:58  

a. Aliran Konse$rvatif se$cara khusus putusan hakim yang se$mata-mata didasarkan 

pada hukum te$rtulis. Aliran le$gislasi, yang me$rupakan cabang ilmu hukum dan 

pe$radilan yang tidak me$ngakui hukum se$lain aturan te$rtulis atau pe$rundang-

 
57 Sahlan Said, 1995, Kemandirian Kekuasaan Kehakiman-Pengalaman Menuju Kemandirian 

Hakim Tolak Ukur dan Kendalanya, Makalah, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, hlm. 2. 
58 Fitriani, SH, MH. Pertautan Aliran Konservatif dan Aliran Progresif dalam Putusan 

Pidana. PN-Lhokseumawe, 2023. 
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undangan, me$miliki pe$ngaruh te$rhadap sifat ini. Aliran ini be$rpe$ndapat bahwa 

pe$raturan pe$rundang-undangan sama de$ngan hukum, te$tapi jika pe$rundang-

undangan me$ne$ntukan de$mikian, konve$nsi dan ilmu hukum lainnya dapat 

dite$rima se$bagai hukum. Se$lain itu, me$nurut aliran ini, pe$rundang-undangan 

(kodifikasi) dimaksudkan untuk me$nge$kang hakim yang, kare$na 

inde$pe$nde$nsinya, te$lah be$rtindak tidak adil atau se$we$nang-we$nang. De$ngan 

de$mikian, bahkan ke$tika putusan hakim se$cara konkre$t dipandang se$bagai 

ke$tidakadilan dalam rasa ke$adilan masyarakat, hakim harus me$matuhi hukum 

saat me$mbuat ke$putusan (le$x dura tame$sti suntscripta). 

b. Aliran Progre$sif se$cara khusus ke$putusan se$orang hakim harus didukung ole$h 

pe$nge$tahuan dan ke$ahliannya se$ndiri se$rta aturan hukum yang dite$tapkan. 

Keputusan seorang hakim harus didukung oleh pengetahuan dan keahlian 

hukum yang memadai. Hakim tidak hanya harus memahami teks hukum, tetapi 

juga harus mampu menginterpretasikan dan menerapkan hukum tersebut 

dengan cara yang mencerminkan keadilan dan kepentingan masyarakat. Hal ini 

mencakup kemampuan untuk menganalisis kasus secara holistik dan 

mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi hasil putusan.
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III. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Masalah 

Se$cara umum, baik me$todologi hukum e$mpiris maupun normatif digunakan dalam 

kajian skripsi ini. Tiga me$tode$ yang digunakan dalam pe$nde$katan hukum normatif 

adalah: pe$nde$katan pe$rundang-undangan (statyte$ approach), pe$nde$katan kasus 

(case$ approach), dan pe$nde$katan analitis (analytical approach). 

Me$lalui pe$nilaian, pe$rilaku, pandangan, dan sikap hakim yang me$mutus te$rhadap 

prose$dur pe$njatuhan hukuman, me$tode$ yuridis e$mpiris me$ngkaji hukum 

se$bagaimana adanya di dunia nyata. Namun, de$ngan me$ngkaji dan me$mpe$rhatikan 

asas-asas yang te$rdapat dalam be$be$rapa pe$raturan pe$rundang-undangan yang 

re$le$van de$ngan masalah yang dite$liti, pe$nulis me$nggunakan me$tode$ yuridis 

normatif dalam upaya me$ne$mukan ke$be$naran. 

B. Sumber dan Jenis Data 

Skripsi ini dibuat de$ngan me$nggunakan sumbe$r data se$kunde$r, khususnya: 

1. Data Se$kunde$r 

Data se$kunde$r dipe$role$h dari pe$ne$litian ke$pustakaan yang me$mpe$lajari lite$ratur 

te$ntang te$ori, pe$rspe$ktif, konse$p, doktrin, dan karya ilmiah yang be$rkaitan 

de$ngan masalah te$rse$but. Bahan hukum prime$r, se$kunde$r, dan te$rsie$r me$rupakan 

data se$kunde$r yang digunakan dalam pe$nulisan skripsi.
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a) Bahan Hukum Prime$r 

Undang-undang dan putusan pe$ngadilan me$rupakan contoh bahan hukum prime$r 

yang me$miliki ke$mampuan me$ngikat se$cara hukum. Bahan hukum be$rikut 

digunakan dalam pe$ne$litian ini:  

1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Te$ntang Ke$kuasaan Ke$hakiman. 

2) Undang-Undang Dasar Ne$gara Re$publik Indone$sia Tahun 1945. 

3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Te$ntang Narkotika. 

b) Bahan Hukum Se$kunde$r  

Dokume$n yang be$rhubungan de$ngan dokume$n hukum utama dan dapat 

me$nje$laskan mate$ri hukum prime$r dise$but bahan hukum se$kunde$r. Buku, 

pe$ne$litian, dan lite$ratur yang be$rkaitan de$ngan subje$k ini me$rupakan contoh 

bahan hukum se$kunde$r.  

c) Bahan Hukum Te$rsie$r 

E$nsiklope$dia dan kamus hukum me$rupakan contoh bahan hukum te$rsie$r, yaitu 

data atau ite$m pe$ndukung yang me$mbe$rikan pe$nje$lasan te$ntang dokume$n hukum 

prime$r dan se$kunde$r. 

C. Penentuan Narasumber 

Narasumbe$r adalah pihak-pihak yang dapat me$mbe$rikan informasi te$rkait masalah 

pe$ne$litian. Narasumbe$r dalam pe$ne$litian ini adalah: 

a. Hakim Pe$ngadilan Ne$ge$ri Tange$rang Ke$las 1A  : 1 Orang 

b. Advokat Pe$radi Kota Tange$rang    : 1 Orang 

c. Akade$mis Dose$n Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum : 1 Orang    

       Total   3 Orang 
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D.  Proses Pengumpulan dan Pengelolahan Data 

1. Pe$ngumpulan Data 

Be$rikut ini cara yang dilakukan dalam pe$ngumpulan data pada pe$ne$litian ini: 

a. Studi ke$pustakaan me$libatkan pe$ngumpulan informasi de$ngan cara me$mbaca 

dan me$rujuk pada buku-buku, pe$raturan pe$rundang-undangan yang re$le$van, 

se$rta mate$ri yang be$rhubungan de$ngan tulisan atau yang be$rkaitan 

de$ngannya.  

b. Studi Lapangan adalah je$nis pe$ne$litian yang me$ngumpulkan informasi 

de$ngan cara be$rbicara langsung de$ngan partisipan pe$ne$litian. Untuk 

me$mpe$role$h informasi atau tanggapan yang dibutuhkan dalam pe$ne$litian, 

pe$rtanyaan lisan yang be$rkaitan de$ngan topik pe$ne$litian diajukan, dan subje$k 

juga me$nanggapi pe$rtanyaan te$rse$but se$cara lisan. 

2.  Prose$dur Pe$nge$olahan Data 

Pe$ngolahan data digunakan untuk me$ngumpulkan dan me$ngolah informasi yang 

dibutuhkan untuk pe$nulisan. Prose$s pe$ngolahan te$rmasuk:  

a.  E$diting, yaitu me$me$riksa ke$le$ngkapan, ke$je$lasan, dan ke$be$naran data untuk 

me$mastikan bahwa data se$suai de$ngan masalah.  

b.  Siste$matisasi, yang be$rarti pe$nyusunan dan pe$ne$mpatan data se$cara siste$matis 

pada 39 je$nis dan pokok bahasan se$cara be$rsamaan untuk me$mbuat diskusi 

le$bih mudah.  

c. Klasifikasi data, yang be$rarti pe$ngolahan data de$ngan me$nggolongkan dan 

me$nge$lompokkan data dalam ke$lompok-ke$lompok yang be$rbe$da untuk 

me$mbuat data tampak le$ngkap dan me$mudahkan diskusi dan analisis. 
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E. Analisis Data 

Analisis data untuk pe$ne$litian ini dilakukan se$cara kualitatif. Pe$nde$katan ini 

me$nghasilkan data de$skriptif, yang me$ncakup kata-kata te$rtulis atau lisan 

re$sponde$n atau sumbe$r se$rta tindakan me$re$ka di dunia nyata. Pe$nalaran induktif, 

yang me$ngasumsikan bahwa re$alitas itu umum, digunakan untuk me$nyimpulkan 

ke$simpulan dari te$muan analisis. 
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V. PENUTUP 

A. Simpulan  

Dari uraian yang sudah dipaparkan di atas, se$te$lahnya di tarik ke$simpulan yang 

se$bagai be$rikut:  

1. Dasar pe$rtimbangan Hakim dalam me$njatuhkan pidana te$rhadap te$rdakwa 

pada kasus Nomor 961/Pid.Sus/2023/PN.Tng De$ngan me$mpe$rtimbangkan 

pe$rtimbangan hukum, hakim be$rke$simpulan dalam menjatuhkan putusan 

pidana hakim juga mempertimbangkan pertimbangan yuridis, pertimbangan 

filosofi dan pertimbangan sosiologis dalam hal menjatuhkan putusan hakim 

bahwa pe$rbuatan te$rdakwa me$rupakan pe$langgaran pidana be$rdasarkan Pasal 

112 dan  127 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Hal ini 

be$rdasarkan fakta hukum yang te$rungkap se$lama pe$rsidangan, te$rmasuk 

ke$te$rangan  dan bukti-bukti yang me$ndukung tuduhan te$rse$but. Ke$khawatiran 

pe$nting adalah dampak sosial dari tindakan te$rdakwa akan dipe$rtimbangkan 

diluar ruang sidang. Hakim me$mpe$rtimbangkan dampak ne$gatif 

pe$nyalahgunaan narkoba te$rhadap masyarakat, khususnya ge$ne$rasi muda. Pada 

akhirnya hakim me$mvonis te$rdakwa lima tahun pe$njara dan de$nda Rp 

800.000.000,00. Ke$putusan ini se$lain me$nce$rminkan upaya pe$ne$gakan hukum 

yang me$mbe$rikan e$fe$k je$ra, juga me$nimbulkan pe$rtanyaan me$nge$nai 

konsiste$nsi pe$laksanaan re$habilitasi narkotika bagi pe$ngguna narkotika.
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2. faktor yang me$njadi pe$rtimbangan hakim dalam me$mvonis tindak pidana 

narkoba te$rdiri dari dua faktor, yaitu: karakte$r te$rdakwa; Ini te$rmasuk: 

Pe$ngakuan te$rdakwa, sikap pe$nye$salan te$rdakwa, ke$sopanan dan ke$dudukannya 

dalam ke$luarganya. Di luar te$rdakwa me$ncantumkan je$nis dan jumlah obat yang 

digunakan se$rta golongan obat yang digunakan pada  te$rdakwa. Ada banyak 

ke$mungkinan alasan me$ngapa hasil ke$putusan yang be$rbe$da dapat te$rjadi dalam 

kasus yang sama. Faktor-faktor yang me$mpe$ngaruhi hakim dalam me$ne$ntukan 

sanksi pidana bagi pe$candu narkoba yang kambuh antara lain ras, bahasa tubuh, 

ke$adaan ke$luarga, se$rta pihak inte$rnal dan e$kste$rnal. Tujuan utama pe$ne$litian ini 

adalah untuk me$mahami bagaimana be$rbagai faktor te$rse$but saling be$rinte$raksi 

dan me$mbe$ntuk suatu ke$putusan akhir se$rta me$rumuskan re$kome$ndasi 

ke$bijakan yang le$bih e$fe$ktif dan adil dalam pe$nanganan kasus narkoba, 

Me$ningkatkan transparansi dalam prose$s pe$ngambilan ke$putusan pe$radilan dan 

Me$ndorong pe$nge$mbangan program re$habilitasi yang le$bih kompre$he$nsif dan 

e$fe$ktif. 

B. SARAN 

Be$rdasarkan ke$simpulan te$rse$but, maka pe$nulis me$re$kome$ndasikan saran-saran 

se$bagai be$rikut : 

1. Hakim harus me$mpe$rtimbangkan fakta pe$rsidangan, faktor sosial, dan masalah 

hukum se$be$lum me$mbe$rikan putusan. Kare$na hakim harus me$miliki dua bukti 

se$lain putusan be$rsalah me$re$ka saat me$ngambil ke$putusan, me$re$ka juga harus 

me$mpe$rtimbangkan bukti yang diajukan di pe$ngadilan. 
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2. Diharapkan ke$pada maje$lis hakim harus le$bih me$mikirkan re$habilitasi bagi 

pe$ngguna narkoba (bukan pe$nge$dar) dibandingkan hukuman pe$njara kare$na 

pe$candu narkoba me$miliki ke$butuhan le$bih be$sar untuk dire$habilitasi se$hingga 

me$re$ka dapat ke$mbali ke$ masyarakat, dite$rima, dan te$rhindar dari me$ngulangi 

ke$jahatan me$re$ka. Hakim harus me$mpe$rtimbangkan fakta pe$rsidangan, faktor 

sosial, dan masalah hukum se$be$lum me$mbe$rikan putusan. Kare$na hakim harus 

me$miliki dua bukti se$lain dari putusan be$rsalah me$re$ka saat me$ngambil 

ke$putusan, me$re$ka juga harus me$mpe$rtimbangkan bukti yang diajukan di 

pe$ngadilan. Se$rta Hakim pe$rlu me$mbe$rikan Standar Pe$nilaian yang Je$las: 

Me$ne$tapkan pe$doman yang je$las me$nge$nai bagaimana faktor-faktor te$rte$ntu 

harus dipe$rtimbangkan dalam se$tiap kasus, untuk me$ngurangi ke$tidakpastian 

dalam putusan. De$ngan me$mpe$rtimbangkan be$rbagai faktor ini se$cara holistik, 

diharapkan hakim dapat me$njatuhkan putusan yang le$bih adil dan se$suai de$ngan 

ke$adaan masing-masing te$rdakwa 
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